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Abstrak

Demokrasi modern dibangun di atas prinsip kesetaraan politik, kebebasan warga, kompetisi kekuasaan, dan
pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun prinsip tersebut menghadapi tekanan ketika
kekayaan, kepemilikan perusahaan, akses media, pembiayaan politik, lobi, jaringan elite, dan kemampuan
memengaruhi regulasi terkonsentrasi pada kelompok kecil. Artikel ini menganalisis hubungan antara
konsentrasi kekuasaan ekonomi dan kualitas demokrasi dengan membedakan ketimpangan pendapatan,
ketimpangan kekayaan, konsentrasi pasar, oligarki, plutokrasi, policy capture, regulatory capture, dan state
capture. Konsentrasi ekonomi tidak otomatis menghapus pemilu atau kebebasan formal. Dampaknya
muncul ketika sumber daya ekonomi dapat dikonversi menjadi pengaruh politik yang tidak proporsional
melalui sumbangan kampanye, kepemilikan media, akses eksklusif, revolving door, pembiayaan
pengetahuan, litigasi strategis, kontrol atas lapangan kerja, dan ancaman relokasi modal. Literatur mutakhir
menunjukkan bahwa ketimpangan politik dan ekonomi dapat membentuk lingkaran yang saling
memperkuat: kekayaan meningkatkan pengaruh terhadap kebijakan, sedangkan kebijakan yang bias
memperbesar konsentrasi kekayaan. Dampaknya mencakup melemahnya partisipasi warga berpendapatan
rendah, menurunnya representasi substantif, berkurangnya persaingan ekonomi, meningkatnya
ketidakpercayaan, serta munculnya populisme dan polarisasi. Dalam konteks Indonesia, isu ini perlu dibaca
melalui sejarah oligarki, hubungan bisnis-politik, biaya pemilu, kepemilikan media, penguasaan sumber
daya alam, konsentrasi pasar digital, desentralisasi, dan kelemahan organisasi masyarakat. Artikel menolak
penyederhanaan bahwa setiap orang kaya atau perusahaan besar pasti antidemokratis. Investasi, inovasi,
dan organisasi ekonomi berskala besar dapat menghasilkan manfaat publik. Persoalan demokratis terletak
pada ketidaksetaraan akses, konflik kepentingan, lemahnya persaingan, dan ketiadaan mekanisme
pengimbang. Solusi yang diusulkan mencakup reformasi pembiayaan politik, transparansi lobi, penguatan
persaingan usaha, perpajakan progresif, beneficial ownership, media plural, serikat dan organisasi warga,
universal social policy, pengadaan terbuka, integritas regulasi, serta pendidikan politik-ekonomi. Tujuan
akhirnya bukan menyamakan semua kekayaan, melainkan memastikan kekuatan ekonomi tidak berubah
menjadi hak istimewa politik yang permanen.

Kata Kunci

demokrasi; konsentrasi kekuasaan ekonomi; oligarki; plutokrasi; ketimpangan politik; policy capture;
monopoli; pembiayaan politik; media; Indonesia

Ringkasan Eksekutif

Kesetaraan politik tidak otomatis mengikuti kesetaraan formal di kotak suara. Warga dapat memiliki satu
suara, tetapi kemampuan membiayai kampanye, mengakses pejabat, menguasai informasi, dan
memengaruhi agenda sangat berbeda.

Konsentrasi kekuasaan ekonomi mencakup kekayaan, kepemilikan korporasi, dominasi pasar, kontrol atas
pekerjaan, aset media, data, teknologi, dan sumber daya alam. Dampaknya terhadap demokrasi bergantung
pada institusi yang mengubah atau membatasi kekuatan tersebut.
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Pengaruh ekonomi dapat berlangsung legal melalui lobi, sumbangan, kampanye, think tank, asosiasi,
media, dan litigasi. Legalitas tidak selalu menjamin kesetaraan atau kepentingan publik. Transparansi serta
akuntabilitas menjadi pembeda.

Policy capture terjadi ketika keputusan publik secara berulang diarahkan dari kepentingan umum menuju
kepentingan khusus. Capture dapat terjadi tanpa suap langsung melalui informasi asimetris, agenda setting,
revolving door, dan ketergantungan regulator.

Ketimpangan ekonomi juga memengaruhi partisipasi. Warga berpendapatan rendah memiliki waktu,
sumber daya, dan rasa efektif politik yang lebih kecil. Ketika mereka menarik diri, kebijakan semakin
mencerminkan kelompok kuat.

Konsentrasi pasar dan konsentrasi politik saling berkaitan. Perusahaan dominan memiliki sumber daya
lebih besar untuk membentuk regulasi, sementara regulasi yang lemah mempertahankan dominasi.
Persaingan usaha merupakan bagian demokrasi ekonomi.

Indonesia menghadapi risiko melalui biaya politik tinggi, oligarki sumber daya, media yang terkonsentrasi,
partai yang lemah secara organisasi, serta ketergantungan kebijakan pada elite. Namun masyarakat sipil,
lembaga pengawas, desentralisasi, media digital, dan pemilu tetap menyediakan ruang koreksi.

Reformasi harus membangun kekuatan pengimbang: partai berbasis anggota, pembiayaan publik, serikat,
asosiasi UMKM, media independen, antimonopoli, pajak progresif, universal services, dan regulator
berintegritas.
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Demokrasi menjanjikan kesetaraan suara. Dalam konteks 1. pendahuluan: kesetaraan politik dan
ketimpangan ekonomi, pembahasan perlu membedakan ketimpangan hasil ekonomi dari ketimpangan
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kekuasaan. Masyarakat dapat menerima perbedaan pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi, atau risiko,
tetapi demokrasi menghadapi masalah ketika perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga
memengaruhi keputusan publik. Prinsip kesetaraan politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket
khusus terhadap negara.

Ekonomi menghasilkan ketimpangan sumber daya. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak
selalu ilegal. Donasi, media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang
dapat sah. Namun akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur
bukan hanya pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.

Kesenjangan sumber daya dapat menjadi kesenjangan pengaruh. Ekonomi politik menekankan hubungan
dua arah. Kebijakan pajak, persaingan, perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi
kekayaan. Distribusi kekayaan kemudian memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan
berikutnya. Lingkaran tersebut dapat menjadi virtuous atau vicious cycle.

Institusi menentukan konversi kekayaan menjadi kekuasaan. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya
bertindak sama. Banyak pelaku mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang
bertanggung jawab menilai struktur, proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi
sebagai kesalahan. Reformasi harus berbasis aturan umum.

Masalahnya bukan kekayaan semata tetapi privilege politik. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah,
institusi, dan sosial yang khas. Oligarki, patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan
desentralisasi saling berinteraksi. Teori global perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.

Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.

2. Definisi Konsentrasi Kekuasaan Ekonomi

Konsentrasi meliputi kekayaan dan pasar. Dalam konteks 2. definisi konsentrasi kekuasaan ekonomi,
pembahasan perlu membedakan ketimpangan hasil ekonomi dari ketimpangan kekuasaan. Masyarakat
dapat menerima perbedaan pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi, atau risiko, tetapi demokrasi
menghadapi masalah ketika perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga memengaruhi keputusan
publik. Prinsip kesetaraan politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket khusus terhadap negara.

Kepemilikan aset memberi kontrol. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak selalu ilegal.
Donasi, media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang dapat sah.
Namun akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur bukan hanya
pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.

Jaringan bisnis memperluas pengaruh. Ekonomi politik menekankan hubungan dua arah. Kebijakan pajak,
persaingan, perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan
kemudian memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan berikutnya. Lingkaran tersebut dapat
menjadi virtuous atau vicious cycle.

Data dan platform menjadi sumber baru. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya bertindak sama.
Banyak pelaku mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang bertanggung jawab
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menilai struktur, proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi sebagai kesalahan.
Reformasi harus berbasis aturan umum.

Pengukuran perlu multidimensi. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah, institusi, dan sosial yang khas.
Oligarki, patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan desentralisasi saling berinteraksi. Teori
global perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.

Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.

Dimensi Pertanyaan Kunci Indikator

Ekonomi Seberapa terkonsentrasi aset dan | Wealth share, HHI
pasar?

Politik Siapa membiayai dan Donasi, lobi
mengakses?

Informasi Siapa menguasai agenda? Media, data

Kebijakan Siapa memperoleh manfaat? Incidence, exemptions

Partisipasi Siapa hadir dan didengar? Turnout, representation

3. Demokrasi, Oligarki, Plutokrasi, dan Kapitalisme

Demokrasi dan oligarki dapat hidup bersamaan. Dalam konteks 3. demokrasi, oligarki, plutokrasi, dan
kapitalisme, pembahasan perlu membedakan ketimpangan hasil ekonomi dari ketimpangan kekuasaan.
Masyarakat dapat menerima perbedaan pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi, atau risiko, tetapi
demokrasi menghadapi masalah ketika perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga memengaruhi
keputusan publik. Prinsip kesetaraan politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket khusus terhadap
negara.

Plutokrasi menekankan kekuasaan kekayaan. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak selalu
ilegal. Donasi, media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang dapat
sah. Namun akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur bukan
hanya pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.

Kapitalisme memiliki variasi institusional. Ekonomi politik menekankan hubungan dua arah. Kebijakan
pajak, persaingan, perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi kekayaan. Distribusi
kekayaan kemudian memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan berikutnya. Lingkaran tersebut
dapat menjadi virtuous atau vicious cycle.

Pemilu tidak otomatis menghapus elite. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya bertindak sama.
Banyak pelaku mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang bertanggung jawab
menilai struktur, proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi sebagai kesalahan.
Reformasi harus berbasis aturan umum.
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Keseimbangan kekuasaan menentukan kualitas. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah, institusi, dan
sosial yang khas. Oligarki, patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan desentralisasi saling
berinteraksi. Teori global perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.

Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.

4. Dari Kekayaan menuju Pengaruh Politik

Kekayaan membiayai kampanye dan lobi. Dalam konteks 4. dari kekayaan menuju pengaruh politik,
pembahasan perlu membedakan ketimpangan hasil ekonomi dari ketimpangan kekuasaan. Masyarakat
dapat menerima perbedaan pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi, atau risiko, tetapi demokrasi
menghadapi masalah ketika perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga memengaruhi keputusan
publik. Prinsip kesetaraan politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket khusus terhadap negara.

Akses meningkatkan agenda power. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak selalu ilegal.
Donasi, media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang dapat sah.
Namun akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur bukan hanya
pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.

Kontrol kerja memberi leverage. Ekonomi politik menekankan hubungan dua arah. Kebijakan pajak,
persaingan, perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan
kemudian memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan berikutnya. Lingkaran tersebut dapat
menjadi virtuous atau vicious cycle.

Filantropi dapat membentuk prioritas. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya bertindak sama.
Banyak pelaku mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang bertanggung jawab
menilai struktur, proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi sebagai kesalahan.
Reformasi harus berbasis aturan umum.

Pengaruh dapat legal namun timpang. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah, institusi, dan sosial yang
khas. Oligarki, patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan desentralisasi saling berinteraksi.
Teori global perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.

Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.

5. Ketimpangan Politik dan Representasi

Partisipasi tidak merata. Dalam konteks 5. ketimpangan politik dan representasi, pembahasan perlu
membedakan ketimpangan hasil ekonomi dari ketimpangan kekuasaan. Masyarakat dapat menerima
perbedaan pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi, atau risiko, tetapi demokrasi menghadapi masalah
ketika perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga memengaruhi keputusan publik. Prinsip kesetaraan
politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket khusus terhadap negara.
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Elite lebih terwakili secara deskriptif. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak selalu ilegal.
Donasi, media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang dapat sah.
Namun akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur bukan hanya
pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.

Preferensi kaya lebih responsif. Ekonomi politik menekankan hubungan dua arah. Kebijakan pajak,
persaingan, perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan
kemudian memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan berikutnya. Lingkaran tersebut dapat
menjadi virtuous atau vicious cycle.

Warga miskin mengalami alienasi. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya bertindak sama. Banyak
pelaku mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang bertanggung jawab menilai
struktur, proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi sebagai kesalahan. Reformasi
harus berbasis aturan umum.

Representasi substantif menjadi inti. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah, institusi, dan sosial yang
khas. Oligarki, patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan desentralisasi saling berinteraksi.
Teori global perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.

Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.

Dimensi Pertanyaan Kunci Indikator

Ekonomi Seberapa terkonsentrasi aset dan | Wealth share, HHI
pasar?

Politik Siapa membiayai dan Donasi, lobi
mengakses?

Informasi Siapa menguasai agenda? Media, data

Kebijakan Siapa memperoleh manfaat? Incidence, exemptions

Partisipasi Siapa hadir dan didengar? Turnout, representation

6. Pembiayaan Politik dan Ketergantungan Elite

Kampanye mahal membutuhkan donor. Dalam konteks 6. pembiayaan politik dan ketergantungan elite,
pembahasan perlu membedakan ketimpangan hasil ekonomi dari ketimpangan kekuasaan. Masyarakat
dapat menerima perbedaan pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi, atau risiko, tetapi demokrasi
menghadapi masalah ketika perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga memengaruhi keputusan
publik. Prinsip kesetaraan politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket khusus terhadap negara.

Partai lemah bergantung pemodal. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak selalu ilegal.
Donasi, media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang dapat sah.
Namun akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur bukan hanya
pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.
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Sumbangan dapat membeli akses. Ekonomi politik menekankan hubungan dua arah. Kebijakan pajak,
persaingan, perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan
kemudian memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan berikutnya. Lingkaran tersebut dapat
menjadi virtuous atau vicious cycle.

Small donor memperluas basis. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya bertindak sama. Banyak
pelaku mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang bertanggung jawab menilai
struktur, proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi sebagai kesalahan. Reformasi
harus berbasis aturan umum.

Pendanaan publik dapat menyeimbangkan. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah, institusi, dan sosial
yang khas. Oligarki, patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan desentralisasi saling
berinteraksi. Teori global perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.

Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.

7. Lobi, Akses, dan Agenda Setting

Lobi merupakan bagian sah demokrasi. Dalam konteks 7. lobi, akses, dan agenda setting, pembahasan perlu
membedakan ketimpangan hasil ekonomi dari ketimpangan kekuasaan. Masyarakat dapat menerima
perbedaan pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi, atau risiko, tetapi demokrasi menghadapi masalah
ketika perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga memengaruhi keputusan publik. Prinsip kesetaraan
politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket khusus terhadap negara.

Masalah muncul pada akses eksklusif. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak selalu ilegal.
Donasi, media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang dapat sah.
Namun akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur bukan hanya
pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.

Kelompok terorganisasi lebih kuat. Ekonomi politik menekankan hubungan dua arah. Kebijakan pajak,
persaingan, perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan
kemudian memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan berikutnya. Lingkaran tersebut dapat
menjadi virtuous atau vicious cycle.

Agenda menentukan apa yang dibahas. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya bertindak sama.
Banyak pelaku mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang bertanggung jawab
menilai struktur, proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi sebagai kesalahan.
Reformasi harus berbasis aturan umum.

Transparansi lobi diperlukan. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah, institusi, dan sosial yang khas.
Oligarki, patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan desentralisasi saling berinteraksi. Teori
global perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.

Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.
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8. Policy Capture, Regulatory Capture, dan State Capture

Capture menggeser kepentingan publik. Dalam konteks 8. policy capture, regulatory capture, dan state
capture, pembahasan perlu membedakan ketimpangan hasil ekonomi dari ketimpangan kekuasaan.
Masyarakat dapat menerima perbedaan pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi, atau risiko, tetapi
demokrasi menghadapi masalah ketika perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga memengaruhi
keputusan publik. Prinsip kesetaraan politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket khusus terhadap
negara.

Regulator dapat bergantung industri. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak selalu ilegal.
Donasi, media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang dapat sah.
Namun akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur bukan hanya
pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.

State capture mengubah aturan dasar. Ekonomi politik menekankan hubungan dua arah. Kebijakan pajak,
persaingan, perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan
kemudian memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan berikutnya. Lingkaran tersebut dapat
menjadi virtuous atau vicious cycle.

Korupsi bukan satu-satunya mekanisme. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya bertindak sama.
Banyak pelaku mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang bertanggung jawab
menilai struktur, proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi sebagai kesalahan.
Reformasi harus berbasis aturan umum.

Integritas organisasi menjadi pertahanan. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah, institusi, dan sosial yang
khas. Oligarki, patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan desentralisasi saling berinteraksi.
Teori global perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.

Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.

Dimensi Pertanyaan Kunci Indikator

Ekonomi Seberapa terkonsentrasi aset dan | Wealth share, HHI
pasar?

Politik Siapa membiayai dan Donasi, lobi
mengakses?

Informasi Siapa menguasai agenda? Media, data

Kebijakan Siapa memperoleh manfaat? Incidence, exemptions

Partisipasi Siapa hadir dan didengar? Turnout, representation

9. Konsentrasi Pasar dan Demokrasi Ekonomi

Monopoli mengurangi pilihan konsumen. Dalam konteks 9. konsentrasi pasar dan demokrasi ekonomi,
pembahasan perlu membedakan ketimpangan hasil ekonomi dari ketimpangan kekuasaan. Masyarakat
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dapat menerima perbedaan pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi, atau risiko, tetapi demokrasi
menghadapi masalah ketika perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga memengaruhi keputusan
publik. Prinsip kesetaraan politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket khusus terhadap negara.

Dominasi meningkatkan political resources. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak selalu
ilegal. Donasi, media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang dapat
sah. Namun akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur bukan
hanya pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.

Entry barrier menghambat mobilitas. Ekonomi politik menekankan hubungan dua arah. Kebijakan pajak,
persaingan, perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan
kemudian memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan berikutnya. Lingkaran tersebut dapat
menjadi virtuous atau vicious cycle.

Competition policy memiliki fungsi demokratis. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya bertindak
sama. Banyak pelaku mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang bertanggung
jawab menilai struktur, proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi sebagai
kesalahan. Reformasi harus berbasis aturan umum.

Ukuran perusahaan bukan satu-satunya kriteria. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah, institusi, dan
sosial yang khas. Oligarki, patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan desentralisasi saling
berinteraksi. Teori global perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.

Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.

Dimensi Pertanyaan Kunci Indikator

Ekonomi Seberapa terkonsentrasi aset dan | Wealth share, HHI
pasar?

Politik Siapa membiayai dan Donasi, lobi
mengakses?

Informasi Siapa menguasai agenda? Media, data

Kebijakan Siapa memperoleh manfaat? Incidence, exemptions

Partisipasi Siapa hadir dan didengar? Turnout, representation

10. Monopoli Digital, Data, dan Kekuasaan Platform

Platform memiliki efek jaringan. Dalam konteks 10. monopoli digital, data, dan kekuasaan platform,
pembahasan perlu membedakan ketimpangan hasil ekonomi dari ketimpangan kekuasaan. Masyarakat
dapat menerima perbedaan pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi, atau risiko, tetapi demokrasi
menghadapi masalah ketika perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga memengaruhi keputusan
publik. Prinsip kesetaraan politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket khusus terhadap negara.
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Data memperkuat dominasi. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak selalu ilegal. Donasi,
media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang dapat sah. Namun
akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur bukan hanya
pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.

Algoritma mengatur visibility. Ekonomi politik menekankan hubungan dua arah. Kebijakan pajak,
persaingan, perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan
kemudian memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan berikutnya. Lingkaran tersebut dapat
menjadi virtuous atau vicious cycle.

Moderasi konten memengaruhi ruang publik. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya bertindak
sama. Banyak pelaku mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang bertanggung
jawab menilai struktur, proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi sebagai
kesalahan. Reformasi harus berbasis aturan umum.

Interoperabilitas serta competition penting. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah, institusi, dan sosial
yang khas. Oligarki, patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan desentralisasi saling
berinteraksi. Teori global perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.

Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.

11. Kepemilikan Media dan Pembentukan Opini

Media menetapkan agenda. Dalam konteks 11. kepemilikan media dan pembentukan opini, pembahasan
perlu membedakan ketimpangan hasil ekonomi dari ketimpangan kekuasaan. Masyarakat dapat menerima
perbedaan pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi, atau risiko, tetapi demokrasi menghadapi masalah
ketika perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga memengaruhi keputusan publik. Prinsip kesetaraan
politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket khusus terhadap negara.

Pemilik memiliki kepentingan ekonomi. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak selalu
ilegal. Donasi, media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang dapat
sah. Namun akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur bukan
hanya pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.

Iklan dan pemerintah memengaruhi. Ekonomi politik menekankan hubungan dua arah. Kebijakan pajak,
persaingan, perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan
kemudian memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan berikutnya. Lingkaran tersebut dapat
menjadi virtuous atau vicious cycle.

Pluralitas lebih penting dari jumlah kanal. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya bertindak sama.
Banyak pelaku mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang bertanggung jawab
menilai struktur, proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi sebagai kesalahan.
Reformasi harus berbasis aturan umum.

Kebebasan editorial perlu perlindungan. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah, institusi, dan sosial yang
khas. Oligarki, patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan desentralisasi saling berinteraksi.
Teori global perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.
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Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.

12. Think Tank, Pengetahuan, dan Kekuasaan Epistemik

Kebijakan memerlukan keahlian. Dalam konteks 12. think tank, pengetahuan, dan kekuasaan epistemik,
pembahasan perlu membedakan ketimpangan hasil ekonomi dari ketimpangan kekuasaan. Masyarakat
dapat menerima perbedaan pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi, atau risiko, tetapi demokrasi
menghadapi masalah ketika perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga memengaruhi keputusan
publik. Prinsip kesetaraan politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket khusus terhadap negara.

Pendanaan riset dapat membentuk framing. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak selalu
ilegal. Donasi, media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang dapat
sah. Namun akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur bukan
hanya pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.

Data privat memberi advantage. Ekonomi politik menekankan hubungan dua arah. Kebijakan pajak,
persaingan, perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan
kemudian memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan berikutnya. Lingkaran tersebut dapat
menjadi virtuous atau vicious cycle.

Disclosure sumber meningkatkan trust. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya bertindak sama.
Banyak pelaku mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang bertanggung jawab
menilai struktur, proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi sebagai kesalahan.
Reformasi harus berbasis aturan umum.

Kampus perlu independensi. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah, institusi, dan sosial yang khas.
Oligarki, patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan desentralisasi saling berinteraksi. Teori
global perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.

Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.

13. Serikat Pekerja dan Kekuatan Pengimbang

Serikat mengagregasi suara pekerja. Dalam konteks 13. serikat pekerja dan kekuatan pengimbang,
pembahasan perlu membedakan ketimpangan hasil ekonomi dari ketimpangan kekuasaan. Masyarakat
dapat menerima perbedaan pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi, atau risiko, tetapi demokrasi
menghadapi masalah ketika perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga memengaruhi keputusan
publik. Prinsip kesetaraan politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket khusus terhadap negara.

Kekuatan tawar memengaruhi distribusi. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak selalu
ilegal. Donasi, media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang dapat
sah. Namun akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur bukan
hanya pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.
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Serikat juga memiliki risiko internal. Ekonomi politik menekankan hubungan dua arah. Kebijakan pajak,
persaingan, perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan
kemudian memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan berikutnya. Lingkaran tersebut dapat
menjadi virtuous atau vicious cycle.

Kelembagaan dialog sosial penting. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya bertindak sama. Banyak
pelaku mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang bertanggung jawab menilai
struktur, proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi sebagai kesalahan. Reformasi
harus berbasis aturan umum.

Worker voice memperkuat demokrasi. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah, institusi, dan sosial yang
khas. Oligarki, patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan desentralisasi saling berinteraksi.
Teori global perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.

Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.

14. UMKM, Koperasi, dan Demokratisasi Ekonomi

UMKM memperluas kepemilikan. Dalam konteks 14. umkm, koperasi, dan demokratisasi ekonomi,
pembahasan perlu membedakan ketimpangan hasil ekonomi dari ketimpangan kekuasaan. Masyarakat
dapat menerima perbedaan pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi, atau risiko, tetapi demokrasi
menghadapi masalah ketika perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga memengaruhi keputusan
publik. Prinsip kesetaraan politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket khusus terhadap negara.

Koperasi memberi suara anggota. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak selalu ilegal.
Donasi, media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang dapat sah.
Namun akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur bukan hanya
pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.

Akses pembiayaan menentukan. Ekonomi politik menekankan hubungan dua arah. Kebijakan pajak,
persaingan, perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan
kemudian memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan berikutnya. Lingkaran tersebut dapat
menjadi virtuous atau vicious cycle.

Platform dapat membantu atau menekan. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya bertindak sama.
Banyak pelaku mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang bertanggung jawab
menilai struktur, proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi sebagai kesalahan.
Reformasi harus berbasis aturan umum.

Kebijakan persaingan mendukung. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah, institusi, dan sosial yang khas.
Oligarki, patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan desentralisasi saling berinteraksi. Teori
global perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.

Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.
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15. Sumber Daya Alam dan Oligarki

Rente sumber daya terkonsentrasi. Dalam konteks 15. sumber daya alam dan oligarki, pembahasan perlu
membedakan ketimpangan hasil ekonomi dari ketimpangan kekuasaan. Masyarakat dapat menerima
perbedaan pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi, atau risiko, tetapi demokrasi menghadapi masalah
ketika perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga memengaruhi keputusan publik. Prinsip kesetaraan
politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket khusus terhadap negara.

Izin menghubungkan bisnis dan politik. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak selalu
ilegal. Donasi, media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang dapat
sah. Namun akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur bukan
hanya pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.

Daerah penghasil menghadapi capture. Ekonomi politik menekankan hubungan dua arah. Kebijakan pajak,
persaingan, perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan
kemudian memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan berikutnya. Lingkaran tersebut dapat
menjadi virtuous atau vicious cycle.

Transparansi ownership penting. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya bertindak sama. Banyak
pelaku mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang bertanggung jawab menilai
struktur, proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi sebagai kesalahan. Reformasi
harus berbasis aturan umum.

Diversifikasi mengurangi ketergantungan. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah, institusi, dan sosial
yang khas. Oligarki, patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan desentralisasi saling
berinteraksi. Teori global perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.

Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.

16. Desentralisasi dan Elite Lokal

Desentralisasi membuka partisipasi. Dalam konteks 16. desentralisasi dan elite lokal, pembahasan perlu
membedakan ketimpangan hasil ekonomi dari ketimpangan kekuasaan. Masyarakat dapat menerima
perbedaan pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi, atau risiko, tetapi demokrasi menghadapi masalah
ketika perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga memengaruhi keputusan publik. Prinsip kesetaraan
politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket khusus terhadap negara.

Kekuasaan lokal dapat terkonsentrasi. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak selalu ilegal.
Donasi, media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang dapat sah.
Namun akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur bukan hanya
pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.

Kontraktor dan politik berhubungan. Ekonomi politik menekankan hubungan dua arah. Kebijakan pajak,
persaingan, perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan
kemudian memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan berikutnya. Lingkaran tersebut dapat
menjadi virtuous atau vicious cycle.
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Media lokal rentan ketergantungan. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya bertindak sama. Banyak
pelaku mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang bertanggung jawab menilai
struktur, proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi sebagai kesalahan. Reformasi
harus berbasis aturan umum.

Akuntabilitas warga penting. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah, institusi, dan sosial yang khas.
Oligarki, patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan desentralisasi saling berinteraksi. Teori
global perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.

Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.

17. Ketimpangan Ekonomi dan Partisipasi Warga

Waktu dan uang memengaruhi partisipasi. Dalam konteks 17. ketimpangan ekonomi dan partisipasi warga,
pembahasan perlu membedakan ketimpangan hasil ekonomi dari ketimpangan kekuasaan. Masyarakat
dapat menerima perbedaan pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi, atau risiko, tetapi demokrasi
menghadapi masalah ketika perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga memengaruhi keputusan
publik. Prinsip kesetaraan politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket khusus terhadap negara.

Inequality mengurangi efficacy. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak selalu ilegal.
Donasi, media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang dapat sah.
Namun akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur bukan hanya
pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.

Turnout menjadi timpang. Ekonomi politik menekankan hubungan dua arah. Kebijakan pajak, persaingan,
perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan kemudian
memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan berikutnya. Lingkaran tersebut dapat menjadi
virtuous atau vicious cycle.

Partisipasi rendah memperkuat bias. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya bertindak sama.
Banyak pelaku mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang bertanggung jawab
menilai struktur, proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi sebagai kesalahan.
Reformasi harus berbasis aturan umum.

Universal policy memperkuat citizenship. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah, institusi, dan sosial
yang khas. Oligarki, patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan desentralisasi saling
berinteraksi. Teori global perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.

Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.

18. Populisme, Polarisasi, dan Ketidakpercayaan

Ketimpangan menciptakan kecemasan. Dalam konteks 18. populisme, polarisasi, dan ketidakpercayaan,
pembahasan perlu membedakan ketimpangan hasil ekonomi dari ketimpangan kekuasaan. Masyarakat

Halaman 17



Demokrasi dalam Bayang-Bayang Konsentrasi Kekuasaan Ekonomi

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

dapat menerima perbedaan pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi, atau risiko, tetapi demokrasi
menghadapi masalah ketika perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga memengaruhi keputusan
publik. Prinsip kesetaraan politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket khusus terhadap negara.

Elite dapat menjadi sasaran populisme. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak selalu ilegal.
Donasi, media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang dapat sah.
Namun akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur bukan hanya
pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.

Populisme dapat melawan atau melayani oligarki. Ekonomi politik menekankan hubungan dua arah.
Kebijakan pajak, persaingan, perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi kekayaan.
Distribusi kekayaan kemudian memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan berikutnya.
Lingkaran tersebut dapat menjadi virtuous atau vicious cycle.

Polarisasi mengalihkan isu ekonomi. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya bertindak sama.
Banyak pelaku mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang bertanggung jawab
menilai struktur, proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi sebagai kesalahan.
Reformasi harus berbasis aturan umum.

Kepercayaan bergantung fairness. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah, institusi, dan sosial yang khas.
Oligarki, patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan desentralisasi saling berinteraksi. Teori
global perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.

Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.

19. Perpajakan, Redistribusi, dan Kesetaraan Politik

Pajak membatasi konsentrasi. Dalam konteks 19. perpajakan, redistribusi, dan kesetaraan politik,
pembahasan perlu membedakan ketimpangan hasil ekonomi dari ketimpangan kekuasaan. Masyarakat
dapat menerima perbedaan pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi, atau risiko, tetapi demokrasi
menghadapi masalah ketika perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga memengaruhi keputusan
publik. Prinsip kesetaraan politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket khusus terhadap negara.

Redistribusi memperkuat kemampuan warga. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak selalu
ilegal. Donasi, media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang dapat
sah. Namun akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur bukan
hanya pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.

Tax avoidance mengurangi legitimasi. Ekonomi politik menekankan hubungan dua arah. Kebijakan pajak,
persaingan, perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan
kemudian memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan berikutnya. Lingkaran tersebut dapat
menjadi virtuous atau vicious cycle.

Pelayanan universal membangun solidaritas. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya bertindak
sama. Banyak pelaku mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang bertanggung
jawab menilai struktur, proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi sebagai
kesalahan. Reformasi harus berbasis aturan umum.
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Desain pajak memiliki trade-off. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah, institusi, dan sosial yang khas.
Oligarki, patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan desentralisasi saling berinteraksi. Teori
global perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.

Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.

Dimensi Pertanyaan Kunci Indikator

Ekonomi Seberapa terkonsentrasi aset dan | Wealth share, HHI
pasar?

Politik Siapa membiayai dan Donasi, lobi
mengakses?

Informasi Siapa menguasai agenda? Media, data

Kebijakan Siapa memperoleh manfaat? Incidence, exemptions

Partisipasi Siapa hadir dan didengar? Turnout, representation

20. Persaingan Usaha dan Antimonopoli

Antimonopoli menjaga entry dan inovasi. Dalam konteks 20. persaingan usaha dan antimonopoli,
pembahasan perlu membedakan ketimpangan hasil ekonomi dari ketimpangan kekuasaan. Masyarakat
dapat menerima perbedaan pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi, atau risiko, tetapi demokrasi
menghadapi masalah ketika perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga memengaruhi keputusan
publik. Prinsip kesetaraan politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket khusus terhadap negara.

Political power perlu dipertimbangkan. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak selalu
ilegal. Donasi, media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang dapat
sah. Namun akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur bukan
hanya pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.

Merger dapat meningkatkan konsentrasi. Ekonomi politik menekankan hubungan dua arah. Kebijakan
pajak, persaingan, perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi kekayaan. Distribusi
kekayaan kemudian memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan berikutnya. Lingkaran tersebut
dapat menjadi virtuous atau vicious cycle.

Regulator memerlukan kapasitas. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya bertindak sama. Banyak
pelaku mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang bertanggung jawab menilai
struktur, proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi sebagai kesalahan. Reformasi
harus berbasis aturan umum.

Persaingan bukan tujuan tunggal. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah, institusi, dan sosial yang khas.
Oligarki, patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan desentralisasi saling berinteraksi. Teori
global perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.
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Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.

Dimensi Pertanyaan Kunci Indikator

Ekonomi Seberapa terkonsentrasi aset dan | Wealth share, HHI
pasar?

Politik Siapa membiayai dan Donasi, lobi
mengakses?

Informasi Siapa menguasai agenda? Media, data

Kebijakan Siapa memperoleh manfaat? Incidence, exemptions

Partisipasi Siapa hadir dan didengar? Turnout, representation

21. Reformasi Partai, Media, dan Regulasi

Partai berbasis anggota mengurangi donor. Dalam konteks 21. reformasi partai, media, dan regulasi,
pembahasan perlu membedakan ketimpangan hasil ekonomi dari ketimpangan kekuasaan. Masyarakat
dapat menerima perbedaan pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi, atau risiko, tetapi demokrasi
menghadapi masalah ketika perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga memengaruhi keputusan
publik. Prinsip kesetaraan politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket khusus terhadap negara.

Media plural memperluas informasi. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak selalu ilegal.
Donasi, media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang dapat sah.
Namun akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur bukan hanya
pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.

Lobi dan konflik perlu diungkap. Ekonomi politik menekankan hubungan dua arah. Kebijakan pajak,
persaingan, perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan
kemudian memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan berikutnya. Lingkaran tersebut dapat
menjadi virtuous atau vicious cycle.

Regulator harus independen dan accountable. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya bertindak
sama. Banyak pelaku mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang bertanggung
jawab menilai struktur, proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi sebagai
kesalahan. Reformasi harus berbasis aturan umum.

Reformasi harus terintegrasi. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah, institusi, dan sosial yang khas.
Oligarki, patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan desentralisasi saling berinteraksi. Teori
global perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.

Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.
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22. Studi Kasus Analitis

Kasus membantu melihat mekanisme. Dalam konteks 22. studi kasus analitis, pembahasan perlu
membedakan ketimpangan hasil ekonomi dari ketimpangan kekuasaan. Masyarakat dapat menerima
perbedaan pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi, atau risiko, tetapi demokrasi menghadapi masalah
ketika perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga memengaruhi keputusan publik. Prinsip kesetaraan
politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket khusus terhadap negara.

Tidak semua pengaruh adalah capture. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak selalu ilegal.
Donasi, media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang dapat sah.
Namun akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur bukan hanya
pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.

Bukti proses dan hasil diperlukan. Ekonomi politik menekankan hubungan dua arah. Kebijakan pajak,
persaingan, perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan
kemudian memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan berikutnya. Lingkaran tersebut dapat
menjadi virtuous atau vicious cycle.

Counterfactual penting. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya bertindak sama. Banyak pelaku
mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang bertanggung jawab menilai struktur,
proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi sebagai kesalahan. Reformasi harus
berbasis aturan umum.

Safeguard dapat diuji. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah, institusi, dan sosial yang khas. Oligarki,
patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan desentralisasi saling berinteraksi. Teori global
perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.

Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.

23. Indikator Demokrasi Ekonomi

Gini tidak cukup. Dalam konteks 23. indikator demokrasi ekonomi, pembahasan perlu membedakan
ketimpangan hasil ekonomi dari ketimpangan kekuasaan. Masyarakat dapat menerima perbedaan
pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi, atau risiko, tetapi demokrasi menghadapi masalah ketika
perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga memengaruhi keputusan publik. Prinsip kesetaraan
politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket khusus terhadap negara.

Donasi dan ownership perlu diukur. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak selalu ilegal.
Donasi, media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang dapat sah.
Namun akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur bukan hanya
pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.

Media dan pasar dianalisis. Ekonomi politik menekankan hubungan dua arah. Kebijakan pajak, persaingan,
perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan kemudian
memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan berikutnya. Lingkaran tersebut dapat menjadi
virtuous atau vicious cycle.
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Partisipasi serta responsiveness penting. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya bertindak sama.
Banyak pelaku mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang bertanggung jawab
menilai struktur, proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi sebagai kesalahan.
Reformasi harus berbasis aturan umum.

Dashboard multidimensi diperlukan. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah, institusi, dan sosial yang
khas. Oligarki, patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan desentralisasi saling berinteraksi.
Teori global perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.

Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.

Dimensi Pertanyaan Kunci Indikator

Ekonomi Seberapa terkonsentrasi aset dan | Wealth share, HHI
pasar?

Politik Siapa membiayai dan Donasi, lobi
mengakses?

Informasi Siapa menguasai agenda? Media, data

Kebijakan Siapa memperoleh manfaat? Incidence, exemptions

Partisipasi Siapa hadir dan didengar? Turnout, representation

24. Peta Jalan Reformasi 2026-2035

Transparansi menjadi fondasi. Dalam konteks 24. peta jalan reformasi 2026-2035, pembahasan perlu
membedakan ketimpangan hasil ekonomi dari ketimpangan kekuasaan. Masyarakat dapat menerima
perbedaan pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi, atau risiko, tetapi demokrasi menghadapi masalah
ketika perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga memengaruhi keputusan publik. Prinsip kesetaraan
politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket khusus terhadap negara.

Competition dan tax diperkuat. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak selalu ilegal.
Donasi, media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang dapat sah.
Namun akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur bukan hanya
pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.

Partai serta organisasi warga dibangun. Ekonomi politik menekankan hubungan dua arah. Kebijakan pajak,
persaingan, perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan
kemudian memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan berikutnya. Lingkaran tersebut dapat
menjadi virtuous atau vicious cycle.

Universal policy mengurangi ketergantungan. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya bertindak
sama. Banyak pelaku mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang bertanggung
jawab menilai struktur, proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi sebagai
kesalahan. Reformasi harus berbasis aturan umum.
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Evaluasi berkala penting. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah, institusi, dan sosial yang khas. Oligarki,
patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan desentralisasi saling berinteraksi. Teori global
perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.

Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.

25. Kesimpulan: Menyeimbangkan Kekayaan dan Kedaulatan Rakyat

Kekayaan sah tetapi tidak boleh membeli negara. Dalam konteks 25. kesimpulan: menyeimbangkan
kekayaan dan kedaulatan rakyat, pembahasan perlu membedakan ketimpangan hasil ekonomi dari
ketimpangan kekuasaan. Masyarakat dapat menerima perbedaan pendapatan yang lahir dari usaha, inovasi,
atau risiko, tetapi demokrasi menghadapi masalah ketika perbedaan tersebut mengubah kemampuan warga
memengaruhi keputusan publik. Prinsip kesetaraan politik menuntut bahwa kekayaan tidak menjadi tiket
khusus terhadap negara.

Demokrasi memerlukan countervailing power. Mekanisme konversi kekayaan menjadi pengaruh tidak
selalu ilegal. Donasi, media, lobi, litigasi, riset, filantropi, dan mobilitas modal merupakan aktivitas yang
dapat sah. Namun akumulasi mekanisme menciptakan ketimpangan akses. Demokrasi perlu mengatur
bukan hanya pelanggaran, tetapi struktur kesempatan dan transparansi.

Pasar dan politik saling membentuk. Ekonomi politik menekankan hubungan dua arah. Kebijakan pajak,
persaingan, perburuhan, pendidikan, dan keuangan membentuk distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan
kemudian memengaruhi siapa yang mampu membentuk kebijakan berikutnya. Lingkaran tersebut dapat
menjadi virtuous atau vicious cycle.

Kebijakan harus membuka kesempatan. Tidak semua perusahaan besar atau orang kaya bertindak sama.
Banyak pelaku mendukung hukum, inovasi, filantropi, dan demokrasi. Analisis yang bertanggung jawab
menilai struktur, proses, conflict, dan outcome, bukan menganggap identitas ekonomi sebagai kesalahan.
Reformasi harus berbasis aturan umum.

Kedaulatan rakyat menjadi batas akhir. Konteks Indonesia memiliki ciri sejarah, institusi, dan sosial yang
khas. Oligarki, patronase, sumber daya alam, partai, media, birokrasi, dan desentralisasi saling berinteraksi.
Teori global perlu digunakan dengan data lokal serta kehati-hatian.

Prinsip normatifnya adalah countervailing power. Demokrasi tidak menghapus kekuatan ekonomi, tetapi
memastikan terdapat kekuatan pengimbang: negara hukum, persaingan, serikat, media plural, partai
anggota, masyarakat sipil, dan warga yang memiliki keamanan sosial.
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Studi Kasus Analitis

Kasus 1: Donor Besar dan Partai Politik

Seorang pengusaha memberi sumbangan besar secara legal kepada partai. Masalah demokratis tidak
otomatis muncul dari sumbangan, tetapi dari akses khusus, kontrak, atau kebijakan setelahnya. Disclosure,
limit, audit, serta publikasi pertemuan membantu.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa konsentrasi ekonomi merupakan indikator risiko, bukan vonis. Penilaian
harus mengikuti akses, konflik, proses, distribusi manfaat, dan mekanisme koreksi.

Kasus 2: Media Milik Politisi-Pengusaha
Pemilik media sekaligus aktif dalam politik. Kebebasan editorial, disclosure, pluralitas, dan aturan iklan

menjadi penting. Kepemilikan bukan bukti manipulasi, tetapi conflict perlu dikelola.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa konsentrasi ekonomi merupakan indikator risiko, bukan vonis. Penilaian
harus mengikuti akses, konflik, proses, distribusi manfaat, dan mekanisme koreksi.

Kasus 3: Perusahaan Dominan dan Regulasi
Perusahaan menguasai data serta keahlian sehingga regulator bergantung. Advisory panel beragam,
independent research, dan data access mengurangi information capture.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa konsentrasi ekonomi merupakan indikator risiko, bukan vonis. Penilaian
harus mengikuti akses, konflik, proses, distribusi manfaat, dan mekanisme koreksi.

Kasus 4: Industri Sumber Daya dan Daerah
Kontraktor besar menjadi donor dan pemberi kerja utama. Pemerintah daerah menghadapi ancaman

kehilangan investasi. Beneficial ownership, tender, revenue transparency, dan diversifikasi diperlukan.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa konsentrasi ekonomi merupakan indikator risiko, bukan vonis. Penilaian
harus mengikuti akses, konflik, proses, distribusi manfaat, dan mekanisme koreksi.

Kasus 5: Platform Digital dan Ruang Publik
Platform menentukan algoritma, iklan, dan moderasi. Keputusan privat memengaruhi demokrasi. Audit
algoritma, interoperability, dan due process menjadi safeguards.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa konsentrasi ekonomi merupakan indikator risiko, bukan vonis. Penilaian
harus mengikuti akses, konflik, proses, distribusi manfaat, dan mekanisme koreksi.

Kasus 6: Filantropi Elite
Yayasan besar membiayai pendidikan dan kesehatan. Manfaat nyata dapat muncul, tetapi agenda publik
dapat bergantung preferensi donor. Transparansi, plural funding, dan akuntabilitas penerima diperlukan.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa konsentrasi ekonomi merupakan indikator risiko, bukan vonis. Penilaian
harus mengikuti akses, konflik, proses, distribusi manfaat, dan mekanisme koreksi.
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Kasus 7: Serikat Lemah dan Perusahaan Dominan

Pekerja takut berorganisasi karena pasar kerja terkonsentrasi. Labor law, collective bargaining, dan
competition pada labor market saling terkait.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa konsentrasi ekonomi merupakan indikator risiko, bukan vonis. Penilaian
harus mengikuti akses, konflik, proses, distribusi manfaat, dan mekanisme koreksi.

Kasus 8: Think Tank Dibiayai Industri
Riset menghasilkan rekomendasi yang menguntungkan sponsor. Disclosure serta peer review membantu
publik menilai. Pendanaan tidak otomatis membatalkan kualitas, tetapi harus diketahui.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa konsentrasi ekonomi merupakan indikator risiko, bukan vonis. Penilaian

harus mengikuti akses, konflik, proses, distribusi manfaat, dan mekanisme koreksi.

Kasus 9: UMKM dalam Ekosistem Platform

Platform memberi pasar tetapi menentukan fee, data, dan visibility. Fair contract, portability, collective
representation, dan competition memberi keseimbangan.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa konsentrasi ekonomi merupakan indikator risiko, bukan vonis. Penilaian

harus mengikuti akses, konflik, proses, distribusi manfaat, dan mekanisme koreksi.

Kasus 10: Reformasi Pajak dan Lobbying

Kelompok berpengaruh menekan pengecualian. Tax expenditure report, public consultation, dan sunset
clause mengurangi privilege tersembunyi.

Pelajaran kasus ini adalah bahwa konsentrasi ekonomi merupakan indikator risiko, bukan vonis. Penilaian
harus mengikuti akses, konflik, proses, distribusi manfaat, dan mekanisme koreksi.

Pendalaman Konseptual dan Komparatif

A. Teori Oligarki

Teori oligarki menekankan bahwa kelompok yang menguasai sumber daya material memiliki kapasitas
mempertahankan kekayaan dan memengaruhi aturan. Demokrasi elektoral dapat hidup bersama oligarki
apabila pemilu tidak mengubah distribusi kekuasaan material.

Jeffrey Winters membedakan oligarki dari sekadar elite. Oligarki berpusat pada pertahanan kekayaan oleh
aktor material kuat. Institusi demokratis dapat membatasi atau memfasilitasi.

Analisis oligarki tidak berarti semua kebijakan dikendalikan satu kelompok. Konflik antarelite dan otonomi
negara tetap ada. Warga serta organisasi dapat mengubah.

Di Indonesia, konsep oligarki digunakan untuk menjelaskan kontinuitas kekuasaan bisnis-politik pasca-
Reformasi. Namun variasi daerah dan sektor perlu diperhatikan.

Reformasi perlu mengurangi kemampuan kekayaan menjadi impunitas, bukan menghapus kegiatan usaha.
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B. Plutokrasi dan Political Inequality
Plutokrasi menggambarkan sistem di mana kekayaan memberi pengaruh politik dominan. Dalam praktik,
negara dapat tetap memiliki pemilu, tetapi responsiveness lebih besar terhadap preferensi kaya.

Political inequality mencakup partisipasi, representasi, akses, agenda, dan respons kebijakan. Ukurannya
lebih luas dari donasi.

Literatur terbaru menunjukkan konsentrasi donasi dan kesenjangan representasi meningkat di banyak
demokrasi. Small donor dan public finance dapat memperbaiki, tetapi desain penting.

Ketimpangan politik dapat memperbesar ketimpangan ekonomi melalui pajak, pendidikan, dan regulasi.
Hubungan bersifat dua arah.

Demokrasi perlu menjamin voice dan capacity, bukan hanya formal rights.

C. Resource Dependence dan Kekuasaan Bisnis

Negara bergantung pada investasi, pekerjaan, pajak, dan teknologi yang disediakan bisnis. Ketergantungan
memberi structural power bahkan tanpa lobi langsung.

Perusahaan dapat mengancam mengurangi investasi atau pindah. Pemerintah mengantisipasi dan membuat
kebijakan ramah modal. Ini berbeda dari instrumental power melalui donasi.

Structural power tidak selalu negatif; investasi memang penting. Masalah muncul ketika pilihan kebijakan
menyempit dan kepentingan pekerja atau lingkungan tidak terwakili.

Diversifikasi ekonomi, persaingan, dan kapasitas negara mengurangi ketergantungan pada satu perusahaan.

Koordinasi dengan bisnis tetap diperlukan, tetapi bargaining harus transparan dan berbasis public value.

D. Market Concentration dan Political Power

Perusahaan dominan memperoleh keuntungan, data, dan sumber daya untuk memengaruhi. Mereka juga
menjadi terlalu penting untuk gagal atau diabaikan.

Merger review tradisional fokus harga konsumen. Pendekatan lebih luas mempertimbangkan innovation,
labor, supplier, privacy, dan political influence.

Konsentrasi pasar tenaga kerja menekan upah dan voice. Antitrust dan labor policy perlu berkoordinasi.

Network industries memiliki economies of scale sehingga pemecahan tidak selalu optimal. Interoperability,
access rule, dan public option dapat menjadi alternatif.

Competition authority membutuhkan independence, data, dan judicial support.

E. Campaign Finance

Kampanye memerlukan sumber daya untuk komunikasi dan organisasi. Larangan total private finance tidak
realistis. Masalahnya adalah dependence dan access.

Limit sumbangan, disclosure, public matching, spending cap, dan media access merupakan kombinasi.
Third-party spending perlu tercakup.

Pendanaan publik dapat memperkuat partai tetapi berisiko kartel. Syarat anggota, audit, dan democracy
internal diperlukan.
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Small donations membangun engagement, tetapi platform dan fundraising cost perlu diperhatikan. Donor
privacy kecil dapat dilindungi.

Enforcement harus cepat, independen, dan proporsional.

F. Media Concentration

Media adalah perusahaan sekaligus institusi demokrasi. Konsentrasi dapat mengurangi pluralitas, terutama
bila pemilik memiliki kepentingan politik.

Digital media memperluas kanal tetapi revenue terkonsentrasi pada platform. Newsroom independen
menghadapi tekanan ekonomi.

Public service media, nonprofit, subscription, dan local journalism dapat menjadi ekosistem plural.
Governance mencegah kontrol pemerintah.

Ownership disclosure dan editorial charter membantu. Cross-ownership rule dapat dipertimbangkan.
Media literacy membantu warga membandingkan sumber, tetapi tidak menggantikan pluralitas struktural.

G. Philanthrocapitalism

Filantropi elite dapat membiayai inovasi dan kebutuhan yang diabaikan. Kecepatan serta risk tolerance
lebih tinggi daripada pemerintah.

Namun donor menentukan agenda tanpa mandat demokratis. Tax benefit berarti sebagian biaya ditanggung
publik. Accountability perlu.

Partnership dengan pemerintah harus memiliki transparency, procurement, evaluation, dan exit. Program
publik tidak boleh bergantung satu donor.

Participatory grantmaking dan board diversity memperluas suara. Independent evaluation mengurangi self-
promotion.

Filantropi terbaik memperkuat kapasitas warga serta institusi, bukan menggantikan negara.

H. Revolving Door

Mobilitas antara pemerintah dan industri membawa expertise, tetapi menciptakan conflict dan informasi.
Pejabat dapat membuat keputusan sambil mempertimbangkan karier masa depan.

Cooling-off, recusal, disclosure, dan post-employment restriction membantu. Larangan total dapat
mengurangi talent.

Reverse revolving door juga terjadi saat industri masuk pemerintah. Background bukan masalah otomatis;
mandate dan conflict dikelola.

Regulator memerlukan gaji, karier, dan knowledge agar tidak bergantung industri. Capacity adalah
integritas.

Public register of employment history meningkatkan trust.

I. Elite Capture pada Partisipasi

Forum partisipasi dapat dikuasai kelompok dengan waktu, pendidikan, dan jaringan. Kehadiran publik tidak
otomatis representatif.
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Participatory budgeting, consultation, dan hearing perlu outreach, stipend, accessibility, dan information.
Random selection dapat membantu.

Organisasi komunitas menjadi perantara, tetapi accountability internal penting. Elite lokal dapat mengklaim
mewakili tanpa mandat.

Feedback loop menunjukkan bagaimana masukan memengaruhi. Tanpa itu, partisipasi menjadi legitimasi.

Digital participation memperluas tetapi digital divide serta manipulation perlu dikelola.

J. Inequality dan Political Engagement
Penelitian menunjukkan inequality dapat menurunkan partisipasi dan efficacy kelompok berpendapatan
rendah. Mereka merasa permainan tidak dapat dimenangkan.

Partisipasi rendah kemudian menghasilkan kebijakan kurang redistributif, menciptakan self-reinforcing
mechanism. Namun hasil empiris bervariasi antarnegara.

Serikat, partai massa, dan universal welfare dapat mengurangi gap. Mereka memberi sumber daya dan
identity.
Voting saja tidak cukup; contacting, protest, association, dan deliberation juga penting. Indikator perlu

beragam.

Demokrasi harus menurunkan biaya partisipasi melalui layanan, waktu, informasi, dan keamanan.

Lima Skenario Demokrasi Indonesia 2035

Skenario 1: Oligarki Elektoral Terkonsolidasi

Pemilu tetap rutin, tetapi donor, media, partai, dan kontrak terkonsentrasi. Kebijakan responsif pada elite,
partisipasi warga menurun.

Skenario 2: Populisme Plutokratis

Elite ekonomi menggunakan retorika anti-elite dan identitas untuk membangun dukungan. Redistribusi
simbolik berjalan bersama konsentrasi pasar.

Skenario 3: Fragmentasi Elite
Banyak kelompok ekonomi bersaing dan mencegah dominasi tunggal, tetapi warga tetap lemah. Demokrasi
kompetitif namun mahal.

Skenario 4: Negara Teknokratis Terkonsentrasi

Negara membatasi oligarki tetapi memusatkan keputusan pada birokrasi dan perusahaan negara. Efisiensi
meningkat, partisipasi berisiko turun.

Skenario 5: Demokrasi Ekonomi Plural

Persaingan sehat, partai berbasis anggota, media plural, pekerja serta UMKM terorganisasi, pajak dan
layanan universal memperkuat kewargaan.
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Balanced Scorecard Demokrasi Ekonomi

Perspektif Tujuan Indikator Risiko
Kepemilikan Plural Wealth, ownership Oligarki

Pasar Kompetitif HHI, entry Monopoli
Politik Setara Donasi, akses Plutokrasi
Media Plural Ownership, reach Agenda capture
Pekerja Voice Union, bargaining Domination
Kebijakan Public interest Incidence, capture Privilege
Partisipasi Inklusif Turnout, organization Alienation
Institusi Accountable Audit, enforcement Impunity

Peta Jalan Reformasi 2026-2035

Tahap 1: Transparansi Kekuasaan Ekonomi (2026-2027)

Integrasikan beneficial ownership, donor politik, lobi, kontrak, media, dan kepentingan. Data terbuka

dengan perlindungan privasi.

Tahap 2: Pembiayaan Politik dan Partai (2027-2029)

Perluas bantuan publik bersyarat, small-donor matching, audit real-time, democracy internal, dan batas

akses donor.

Tahap 3: Persaingan dan Anti-Capture (2026-2031)

Perkuat antimonopoli, merger review, regulator, open contracting, cooling-off, dan advisory plural.

Tahap 4: Kekuatan Pengimbang Sosial (2027-2032)
Dukung serikat, koperasi, asosiasi UMKM, media lokal, legal aid, dan civic organization.

Tahap 5: Pajak dan Pelayanan Universal (2027-2033)

Tingkatkan progresivitas, kepatuhan, tax expenditure review, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan

sosial.

Tahap 6: Demokrasi Digital dan Media (2028-2034)

Transparansi platform, iklan, algoritma, interoperability, public-interest media, serta literasi.

Tahap 7: Evaluasi Political Inequality (2029-2035)

Publikasikan Political Equality Report yang mengukur responsiveness, access, participation, dan

concentration.
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Dua Belas Rekomendasi Prioritas

Pertama, integrasikan data beneficial ownership dengan pembiayaan politik dan pengadaan.
Kedua, wajibkan registrasi serta transparansi lobi.

Ketiga, perkuat bantuan publik partai berbasis anggota dan audit.
Keempat, terapkan small-donor matching serta batas sumbangan realistis.
Kelima, perkuat KPPU dan penilaian merger lintas dimensi.

Keenam, lindungi pluralitas media dan transparansi kepemilikan.

Ketujuh, perkuat serikat, koperasi, dan asosiasi UMKM.

Kedelapan, reformasi pajak progresif serta tutup privilege tersembunyi.
Kesembilan, bangun universal services untuk meningkatkan civic capacity.
Kesepuluh, terapkan cooling-off dan recusal pada regulator.

Kesebelas, buat regulatory impact dan distributional analysis terbuka.

Keduabelas, ukur ketimpangan politik secara tahunan.

Implikasi bagi IBM-ASMI
IBM-ASMI dapat mengembangkan kajian Democracy, Business, and Economic Power yang
menghubungkan manajemen, ekonomi politik, komunikasi, hukum bisnis, dan etika.

Mahasiswa perlu memahami bahwa perusahaan beroperasi dalam masyarakat dan memiliki tanggung jawab
tidak menggunakan akses untuk memperoleh privilege. Corporate political activity perlu governance.

Pengajaran dapat menggunakan stakeholder mapping, conflict-of-interest analysis, market concentration,
dan regulatory capture cases. Fokus pada evidence, bukan tuduhan.

Program manajemen juga perlu mengajarkan competition, ESG, tax ethics, media ownership, dan public
policy. Pemimpin bisnis harus melihat legitimasi sebagai aset.

Riset dapat menguji hubungan market concentration, political connection, governance, dan firm
performance. PLS-SEM, network analysis, serta case study relevan.

IBM-ASMI dapat membangun Economic Democracy Observatory untuk memantau kepemilikan, pasar,
partisipasi, dan policy capture secara akademik.

Mahasiswa dapat melakukan social audit, media ownership map, dan UMKM platform study. Etika serta
verifikasi penting.

Tujuan pendidikan adalah menghasilkan pemimpin bisnis yang kompetitif tetapi menghormati demokrasi,
hukum, dan kepentingan publik.

Glossarium

Beneficial ownership: Kepemilikan atau pengendalian akhir atas perusahaan atau aset.
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Campaign finance: Sumber dan penggunaan dana untuk aktivitas politik dan pemilu.
Countervailing power: Kekuatan pengimbang yang mencegah dominasi satu aktor.

Elite capture: Penguasaan manfaat atau proses oleh kelompok elite.

Economic concentration: Pemusatan kekayaan, kepemilikan, atau pasar pada kelompok kecil.
Economic democracy: Tata ekonomi yang memberi partisipasi dan distribusi kekuasaan lebih luas.
Lobbying: Upaya memengaruhi kebijakan melalui komunikasi dengan pembuat keputusan.
Market concentration: Tingkat dominasi sejumlah kecil perusahaan pada pasar.

Oligarki: Kekuasaan kelompok kecil yang memiliki sumber daya material besar.

Plutokrasi: Dominasi politik oleh kelompok kaya.

Policy capture: Pengarahan keputusan publik secara berulang menuju kepentingan khusus.
Political inequality: Ketimpangan partisipasi, akses, representasi, dan pengaruh.

Regulatory capture: Kondisi ketika regulator lebih melayani kepentingan pihak yang diatur.
Revolving door: Perpindahan personel antara pemerintah dan industri.

State capture: Penguasaan proses pembentukan aturan dan institusi oleh kepentingan khusus.
Tax expenditure: Penerimaan pajak yang hilang akibat insentif atau pengecualian.

Think tank: Lembaga penelitian dan advokasi kebijakan.

Union density: Proporsi pekerja yang menjadi anggota serikat.

HHI: Indeks Herfindahl-Hirschman untuk mengukur konsentrasi pasar.

Substantive representation: Keselarasan kebijakan dengan kepentingan kelompok yang diwakili.
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Penutup Reflektif

Demokrasi tidak menuntut semua warga memiliki kekayaan sama. la menuntut bahwa perbedaan kekayaan
tidak berubah menjadi perbedaan hak politik yang permanen. Kebebasan ekonomi dan kesetaraan politik
perlu diselaraskan.

Pasar yang sehat memerlukan aturan dan persaingan. Ketika dominasi pasar berubah menjadi dominasi
kebijakan, kapitalisme kehilangan legitimasi dan demokrasi kehilangan substansi.

Konsentrasi ekonomi sering tidak terlihat karena bekerja melalui akses, agenda, dan struktur. Tidak selalu
ada amplop atau perintah. Karena itu, transparansi serta institutional analysis lebih penting dari moral panic.

Elite ekonomi juga dapat menjadi pendukung demokrasi, inovasi, dan reformasi. Tugas institusi bukan
memusuhi, tetapi memastikan tidak ada kelompok berada di atas hukum atau memiliki veto privat.

Warga membutuhkan kapasitas material untuk berpartisipasi: pendidikan, kesehatan, waktu, informasi, dan
organisasi. Kebijakan sosial merupakan infrastruktur demokrasi.

Partai dan serikat pernah menjadi jembatan antara warga serta negara. Ketika melemah, individu
menghadapi korporasi dan elite sendirian. Revitalisasi organisasi kolektif sangat penting.
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Media dan platform menentukan siapa terlihat serta didengar. Demokrasi digital memerlukan pluralitas,
transparency, dan accountability tanpa menghapus kebebasan ekspresi.

Perpajakan dan persaingan bukan hanya kebijakan ekonomi. Keduanya membentuk distribusi kekuasaan.
Tax privilege dan monopoli dapat menjadi sumber oligarki.

Indonesia memiliki ruang reformasi melalui konstitusi, pemilu, masyarakat sipil, dan lembaga.
Tantangannya adalah membuat institusi lebih kuat daripada jaringan kekayaan.

Pada akhirnya, demokrasi yang matang bukan demokrasi tanpa elite, melainkan demokrasi yang memaksa
elite bersaing, terbuka, tunduk hukum, dan dapat dikoreksi oleh warga.

Catatan Penulis

Artikel ini disusun untuk kepentingan pengajaran, diskusi akademik, dan pengembangan tata kelola
demokratis. IBM-ASMI ditulis lengkap sebagai Institut Bisnis dan Multimedia. Pembahasan berfokus pada
struktur dan mekanisme, bukan menuduh individu atau perusahaan tertentu tanpa bukti dan proses hukum.

Halaman 33



Demokrasi dalam Bayang-Bayang Konsentrasi Kekuasaan Ekonomi

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

Pendalaman Struktural: Mekanisme Konversi Kekayaan menjadi
Kekuasaan

A. Kekuasaan Struktural Modal

Perusahaan besar tidak selalu perlu melakukan lobi eksplisit untuk memperoleh pengaruh. Pemerintah
mengetahui bahwa keputusan mengenai pajak, upah, lingkungan, dan regulasi dapat memengaruhi
investasi, pekerjaan, serta penerimaan. Antisipasi terhadap respons bisnis menciptakan kekuasaan
struktural. Ia bekerja melalui ketergantungan ekonomi, bukan transaksi langsung.

Kekuasaan struktural lebih kuat ketika ekonomi bergantung pada sedikit perusahaan, komoditas, atau
investor. Jika pilihan alternatif terbatas, ancaman relokasi atau penundaan investasi menjadi kredibel.
Diversifikasi ekonomi dan kebijakan industri yang membangun banyak pelaku dapat memperluas ruang
negara.

Negara juga memiliki kekuasaan melalui izin, pajak, pengadaan, dan hukum. Hubungan negara-bisnis
bukan dominasi satu arah. Persoalan demokratis muncul ketika bargaining berlangsung tertutup dan
manfaat publik tidak dapat diperiksa.

Perusahaan dapat memiliki kepentingan yang berbeda. Eksportir, importir, perusahaan digital, UMKM, dan
pekerja tidak selalu sejalan. Kompetisi antaraktor ekonomi dapat mencegah satu blok dominan, tetapi juga
menciptakan politik transaksional.

Analisis struktural membantu membedakan pengaruh yang berasal dari posisi ekonomi dengan pengaruh
yang berasal dari suap. Reformasi perlu mengurangi dependency dan meningkatkan transparansi kebijakan.

B. Kekuasaan Instrumental dan Jaringan Elite

Kekuasaan instrumental mencakup penggunaan sumber daya secara langsung: donasi, tim kampanye, lobi,
hubungan personal, sponsorship, dan dukungan media. Jaringan antarelite mempermudah komunikasi serta
koordinasi.

Alumni, organisasi bisnis, keluarga, klub, dan relasi profesional membentuk social capital. Hubungan
tersebut tidak otomatis buruk; governance modern memerlukan jaringan. Namun jaringan tertutup dapat
mengecualikan warga dan pesaing.

Network analysis dapat memetakan hubungan jabatan, kepemilikan, kontrak, dan organisasi. Peta memberi
indikasi konsentrasi tetapi tidak membuktikan pelanggaran. Verifikasi dan konteks wajib.

Rotasi elite antara bisnis, politik, dan media dapat membawa kompetensi sekaligus conflict. Disclosure
serta cooling-off membantu publik menilai.

Demokrasi membutuhkan jalur akses yang tidak bergantung jaringan pribadi: hearing, consultation,
complaint, open data, dan organisasi representatif.

C. Agenda Setting sebagai Kekuasaan

Kekuasaan tidak hanya menentukan keputusan, tetapi menentukan masalah apa yang dianggap layak
dibahas. Isu yang tidak masuk agenda tidak pernah mencapai tahap voting. Elite ekonomi memiliki
kapasitas membuat isu terlihat melalui riset, media, konferensi, dan komunikasi.
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Framing memengaruhi solusi. Regulasi lingkungan dapat dibingkai sebagai beban investasi atau
perlindungan generasi. Pajak dapat dibingkai sebagai hambatan atau kontrak sosial. Framing yang dominan
mengubah batas pilihan.

Kelompok lemah sering memiliki pengalaman tetapi kurang kemampuan menerjemahkan menjadi data
serta proposal. Negara dan kampus dapat menyediakan dukungan partisipasi.

Media plural dan open consultation memperluas agenda. Namun volume suara tidak sama dengan kualitas;
bukti dan representasi perlu dinilai.

Agenda fairness dapat diukur melalui siapa yang diundang, topik konsultasi, dan masalah yang hilang dari
dokumen.

D. Kekuasaan Informasi dan Data
Perusahaan memiliki data pasar, teknologi, pengguna, dan supply chain yang tidak dimiliki regulator.
Informasi tersebut penting untuk kebijakan, tetapi ketergantungan menciptakan capture risk.

Data privat dapat digunakan memilih indikator yang menguntungkan. Regulator perlu access, audit rights,
dan kemampuan melakukan analisis independen. Data sharing harus melindungi rahasia serta privasi.

Platform digital memiliki real-time information mengenai opini, iklan, dan perilaku. Pemerintah sering
bergantung pada laporan perusahaan. Transparansi metodologi dan researcher access diperlukan.

Information asymmetry juga terjadi antara pusat dan daerah, regulator dan publik, serta perusahaan besar
dan UMKM. Open standard dapat mengurangi.

Kapasitas data publik merupakan bagian kedaulatan demokrasi. Negara yang tidak memiliki pengetahuan
independen sulit menegosiasikan kepentingan umum.

E. Kekuasaan Hukum dan Litigasi
Aktor ekonomi kuat mampu menggunakan pengacara, arbitrase, judicial review, dan litigasi panjang. Hak
memperoleh pembelaan adalah prinsip negara hukum, tetapi ketimpangan sumber daya memengaruhi hasil.

Strategic litigation dapat melindungi hak atau menunda regulasi. Pemerintah dan kelompok masyarakat
membutuhkan kapasitas hukum yang memadai.

Draft regulasi yang lemah memberi ruang gugatan. Regulatory quality, evidence, dan process consultation
mengurangi risiko.

Legal aid serta public-interest law memperluas akses warga. Pengadilan perlu transparan mengenai conflict
serta amicus.

Rule of law yang adil tidak menyamakan sumber daya, tetapi memastikan prosedur, alasan, dan

enforcement tidak dibeli.

F. Kekuasaan melalui Lapangan Kerja

Perusahaan besar memengaruhi komunitas karena menyediakan pekerjaan, kontrak, dan pendapatan.
Warga serta pemerintah lokal dapat enggan mengkritik karena takut kehilangan ekonomi.

Company town dynamic muncul ketika satu pemberi kerja dominan. Labor mobility, diversification, dan
social protection mengurangi ketergantungan.
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Pekerja juga dapat dimobilisasi untuk mendukung kepentingan perusahaan. Dukungan mungkin sukarela
atau tertekan. Freedom of association dan ballot secrecy penting.

Corporate social responsibility dapat memberi manfaat, tetapi tidak mengganti kewajiban pajak dan hak.
Program sosial sebaiknya tidak menjadi alat loyalty.

Just transition diperlukan ketika regulasi mengurangi industri. Tanpa perlindungan pekerja, elite dapat
mengklaim regulasi anti-rakyat.

G. Kekuasaan melalui Infrastruktur dan Teknologi
Perusahaan yang menguasai infrastruktur penting seperti telekomunikasi, pembayaran, cloud, logistik, atau
energi memiliki leverage. Gangguan operasi berdampak sistemik.

Too-big-to-fail dapat menciptakan moral hazard dan akses kebijakan. Regulasi perlu resilience,
interoperability, and resolution plan.

Infrastruktur privat dapat efisien, tetapi public-interest obligations diperlukan. Harga, akses, dan data perlu
diawasi.

Teknologi yang proprietary menciptakan vendor lock-in pada pemerintah. Procurement harus
mempertimbangkan exit, portability, dan open standard.

Public option atau shared infrastructure dapat menjadi kekuatan pengimbang tanpa meniadakan swasta.

H. Kekuasaan Filantropi dan Agenda Sosial
Yayasan besar dapat memobilisasi dana cepat untuk pendidikan, kesehatan, iklim, dan riset. Kemampuan

tersebut berharga ketika negara terbatas.

Namun filantropi memilih masalah, metode, dan lokasi berdasarkan donor, bukan mandat warga. Tax
deduction berarti publik ikut membiayai keputusan tersebut.

Partnership perlu memastikan program selaras kebutuhan dan tidak menciptakan parallel system. Data serta
hasil harus dibuka.

Philanthropic capture dapat terjadi ketika lembaga publik mengubah agenda demi donor. Diversifikasi
pendanaan dan governance bersama membantu.

Filantropi demokratis memperkuat komunitas, organisasi lokal, dan kapasitas negara, bukan menggantikan

suara warga.

I. Kekuasaan Media Sosial dan Influencer

Influencer dan creator memiliki kemampuan membentuk opini tanpa struktur media tradisional. Pendanaan
politik atau komersial sering tidak terlihat.

Native advertising dan sponsored content perlu disclosure. Ketika komunikasi politik disamarkan sebagai
opini personal, warga kehilangan informasi.

Platform algorithm memperbesar konten tertentu berdasarkan engagement. Elite dapat membeli attention
atau mengorganisasi network.

Creator juga membuka ruang bagi suara alternatif. Regulasi harus tidak mematikan kebebasan dan inovasi.
Fokus pada transparansi sponsor, bot, dan data.
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Media literacy serta independent fact-check menjadi kekuatan pengimbang, tetapi sustainability perlu
dukungan.

J. Kekuasaan melalui Standard dan Sertifikasi

Standar teknis menentukan siapa dapat masuk pasar dan bagaimana produk dinilai. Industri memiliki
keahlian dan wajar terlibat, tetapi dapat merancang standard yang menguntungkan incumbent.

Komite standard perlu plural, conflict disclosure, serta evidence. UMKM dan konsumen membutuhkan
representasi.

Sertifikasi dapat meningkatkan keamanan tetapi juga menjadi entry barrier. Biaya dan proportionality perlu
diuji.
International standard memiliki dimensi geopolitik dan korporasi. Indonesia perlu kapasitas agar tidak

hanya menjadi rule taker.

Open standard dan mutual recognition dapat memperluas persaingan tanpa menurunkan kualitas.

Pendalaman Indonesia: Arena-Arena Risiko Konsentrasi

1. Pembiayaan Pemilu dan Kandidasi

Biaya kampanye tinggi menciptakan ketergantungan pada modal pribadi, donor, dan jaringan bisnis.
Kandidat dengan kompetensi tetapi sumber terbatas menghadapi hambatan. Partai cenderung memilih
kandidat yang mampu membiayai.

Ketergantungan dapat berlanjut setelah pemilu melalui akses, jabatan, proyek, atau regulasi. Tidak semua
donor meminta imbalan, tetapi struktur risiko tetap ada.

Reformasi memerlukan pendanaan publik, iuran anggota, small donor, laporan real-time, dan pengawasan
third-party. Batas belanja harus realistis.

Seleksi kandidat terbuka dan kaderisasi mengurangi kebutuhan kandidat siap modal. Partai perlu
membangun aset organisasi, bukan menyewa jaringan.

Voter education perlu menjelaskan sumber dana dan conflict. Transparansi tanpa literasi kurang efektif.

2. Sektor Sumber Daya Alam

Pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan energi menghasilkan rente serta izin. Hubungan antara
pemerintah, perusahaan, kontraktor, dan komunitas menjadi arena capture.

Beneficial ownership dapat tersembunyi melalui perusahaan berlapis. Integrasi data izin, pajak, kontrak,
dan pemilik diperlukan.

Daerah penghasil bergantung pada pekerjaan dan revenue. Diversifikasi ekonomi memberi bargaining yang
lebih sehat.

Partisipasi masyarakat terdampak harus bermakna, termasuk informasi, consent sesuai hukum, dan
grievance. Compensation tidak mengganti hak.
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Environmental liability dan rehabilitation perlu dijamin agar keuntungan tidak privat sementara biaya
publik.

3. Infrastruktur dan Pengadaan

Proyek besar menggabungkan anggaran, lahan, kontraktor, pembiayaan, dan politik. Konsentrasi vendor
dapat menghasilkan repeated winner serta entry barrier.

Open contracting dari planning hingga perubahan kontrak membantu. Beneficial ownership dan conflict
check penting.

PPP dapat memobilisasi modal tetapi kewajiban jangka panjang harus terbuka. Negosiasi ulang dapat
mengubah distribusi.

Local content dan UMKM perlu didukung, tetapi tidak menjadi alasan patronase. Capability serta
competition seimbang.

Audit outcome dan lifecycle cost lebih penting dari penyelesaian fisik.
4. Perbankan dan Keuangan

Perbankan memiliki kekuasaan melalui kredit, pembayaran, dan data. Konsentrasi dapat meningkatkan
efisiensi tetapi membatasi pilihan dan pembiayaan UMKM.

Connected lending dan political connection merupakan risiko. Related-party rules, credit governance, dan
supervision diperlukan.

Fintech membuka akses tetapi platform dapat memiliki data dominance. Interoperability serta consumer
protection penting.

Financial lobbying sah karena regulasi kompleks, tetapi regulator perlu independent expertise. Revolving
door dikelola.

Financial inclusion memperluas economic citizenship dan mengurangi dependency informal.

5. Media dan Industri Konten

Kepemilikan media oleh kelompok bisnis-politik menciptakan potensi conflict. Pluralitas konten dapat
tetap ada, tetapi agenda serta silence perlu diperiksa.

Iklan pemerintah dan korporasi memengaruhi sustainability newsroom. Alokasi iklan publik harus
transparan.

Media lokal rentan karena pasar kecil. Public-interest fund dengan governance independen dapat
membantu.

Digital platform mengambil revenue iklan, memperlemah jurnalisme. Bargaining framework dan
innovation diperlukan.

Editorial charter, ombudsman, dan disclosure ownership meningkatkan trust.

6. Ekonomi Digital

Platform menghubungkan pedagang, konsumen, pekerja, dan data. Network effect menciptakan winner-
take-most. Dominasi dapat mengubah fee, ranking, dan contract.
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Competition policy perlu memahami multi-sided market, self-preferencing, acquisition, dan data. HHI
tradisional tidak selalu cukup.

UMKM mendapat pasar tetapi bergantung pada algoritma. Portability, transparency, dan collective voice
membantu.

Gig workers menghadapi algorithmic management dan bargaining terbatas. Status, protection, serta data
rights menjadi isu demokrasi ekonomi.

Digital public infrastructure dapat mencegah seluruh ekosistem dikuasai satu perusahaan.

7. Pendidikan dan Kesehatan

Komersialisasi pendidikan dan kesehatan dapat menciptakan kelompok penyedia kuat yang memengaruhi
regulasi. Namun swasta juga mengisi kebutuhan.

Regulasi mutu, harga, data, dan konflik perlu seimbang agar tidak mengurangi akses. Asosiasi profesi
memiliki expertise tetapi dapat menjadi gatekeeper.

Universal public provision menjadi benchmark serta kekuatan pengimbang. Tanpa public option, warga
tergantung provider.

Pengadaan obat, alat, dan teknologi memiliki risiko capture. Health technology assessment serta open
procurement penting.

Philanthropy dan corporate program perlu selaras sistem, bukan menggantikan.

8. Pemerintah Daerah

Elite lokal dapat menggabungkan politik, bisnis, media, organisasi, dan keluarga. Skala wilayah membuat
jaringan terlihat tetapi juga sulit dilawan.

DPRD, kepala daerah, birokrasi, dan kontraktor membentuk political marketplace. Transparansi APBD dan
procurement menjadi kunci.

Musrenbang serta desa dapat dikuasai elite. Fasilitasi kelompok lemah dan feedback perlu.
Media lokal dan kampus daerah menjadi pengimbang, tetapi membutuhkan independensi.

Kompetisi ekonomi lokal mengurangi ketergantungan pada satu keluarga atau perusahaan.

Dua Puluh Lima Indikator Demokrasi dalam Ekonomi Terkonsentrasi

1. Pangsa kekayaan kelompok teratas.
. Konsentrasi kepemilikan korporasi.

. HHI sektor-sektor strategis.

. Konsentrasi beneficial ownership lintas sektor.

2
3
4. Pangsa perusahaan dominan dalam pengadaan.
5
6. Konsentrasi sumbangan politik.

7

. Proporsi dana partai dari anggota.
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8. Jumlah serta nilai lobi yang diungkap.

9. Revolving door pada regulator.

10. Kepemilikan silang media.

11. Pangsa audiens media dominan.

12. Akses kelompok masyarakat dalam konsultasi.
13. Respons kebijakan menurut kelompok pendapatan.
14. Turnout gap menurut pendapatan dan pendidikan.
15. Union density serta coverage bargaining.

16. Pangsa UMKM dalam kredit dan pengadaan.

17. Entry dan exit perusahaan.

18. Merger pada pasar terkonsentrasi.

19. Tax expenditure bagi kelompok/industri.

20. Effective tax rate kelompok teratas.

21. Keterbukaan kontrak dan pemilik.

22. Independence dan capacity regulator.

23. Kepercayaan publik pada pemerintah dan bisnis.
24. Perceived political efficacy.

25. Mobilitas ekonomi dan kepemilikan aset.

Kerangka Audit Risiko Konsentrasi Kekuasaan

Langkah pertama adalah memetakan pasar, kepemilikan, donor, media, kontrak, dan jabatan. Data harus
diverifikasi dan hubungan tidak otomatis dianggap salah.

Langkah kedua menilai ketergantungan pemerintah atau masyarakat pada aktor: pekerjaan, pajak,
teknologi, data, atau pembiayaan. Semakin sedikit alternatif, semakin tinggi structural power.

Langkah ketiga menilai akses kebijakan: pertemuan, komite, lobi, draft, dan konsultasi. Apakah kelompok
lain memiliki kesempatan serta kapasitas?

Langkah keempat menilai keputusan: apakah aturan umum atau pengecualian spesifik? Siapa mendapat
manfaat dan menanggung biaya? Apakah alasan berbasis evidence?

Langkah kelima menilai enforcement: apakah hukum diterapkan setara? Apakah regulator memiliki data,
budget, dan protection?

Langkah keenam menilai informasi publik: ownership, sponsor, methodology, dan conflict. Apakah warga
dapat memahami?
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Langkah ketujuh menilai remedy: competition, transparency, recusal, tax, public option, labor voice, atau
enforcement. Respons harus sesuai mekanisme.

Audit menghasilkan risk rating, bukan tuduhan kriminal. Hasil digunakan memperkuat safeguards dan
monitoring.

Sepuluh Prinsip Demokrasi Ekonomi

1. Kekayaan Tidak Boleh Membeli Impunitas
Semua pelaku tunduk hukum dan audit yang sama. Prinsip ini tidak menolak bisnis besar atau kekayaan,
tetapi menempatkan semua kekuatan dalam kerangka hukum dan demokrasi.

2. Pasar Harus Dapat Dimasuki
Entry, inovasi, dan mobility dijaga melalui competition serta akses. Prinsip ini tidak menolak bisnis besar
atau kekayaan, tetapi menempatkan semua kekuatan dalam kerangka hukum dan demokrasi.

3. Politik Harus Memiliki Basis Warga
Partai dan kandidat tidak boleh bergantung pada sedikit donor. Prinsip ini tidak menolak bisnis besar atau
kekayaan, tetapi menempatkan semua kekuatan dalam kerangka hukum dan demokrasi.

4, Informasi Harus Plural

Media, riset, dan data tidak boleh dimonopoli. Prinsip ini tidak menolak bisnis besar atau kekayaan, tetapi
menempatkan semua kekuatan dalam kerangka hukum dan demokrasi.

5. Pekerja Harus Memiliki Suara

Freedom of association dan bargaining mengimbangi capital. Prinsip ini tidak menolak bisnis besar atau
kekayaan, tetapi menempatkan semua kekuatan dalam kerangka hukum dan demokrasi.

6. UMKM Harus Memiliki Akses

Kredit, teknologi, pasar, dan pengadaan memperluas kepemilikan. Prinsip ini tidak menolak bisnis besar
atau kekayaan, tetapi menempatkan semua kekuatan dalam kerangka hukum dan demokrasi.

7. Pajak Harus Adil dan Efektif

Kemampuan membayar dan privilege dinilai transparan. Prinsip ini tidak menolak bisnis besar atau
kekayaan, tetapi menempatkan semua kekuatan dalam kerangka hukum dan demokrasi.

8. Regulator Harus Cakap serta Independen

Independence disertai accountability dan resources. Prinsip ini tidak menolak bisnis besar atau kekayaan,
tetapi menempatkan semua kekuatan dalam kerangka hukum dan demokrasi.

9. Pelayanan Dasar Harus Universal

Keamanan sosial memberi warga kapasitas berpartisipasi. Prinsip ini tidak menolak bisnis besar atau
kekayaan, tetapi menempatkan semua kekuatan dalam kerangka hukum dan demokrasi.
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10. Kepentingan Publik Harus Dapat Diuji
Keputusan memiliki alasan, data, consultation, dan review. Prinsip ini tidak menolak bisnis besar atau
kekayaan, tetapi menempatkan semua kekuatan dalam kerangka hukum dan demokrasi.

Agenda Riset IBM-ASMI

IBM-ASMI dapat mengembangkan Economic Power and Democracy Index untuk konteks Indonesia.
Konstruk mencakup konsentrasi pasar, political connection, media, labor voice, dan policy responsiveness.

Riset PLS-SEM dapat menguji pengaruh political connection dan market power terhadap performance yang
dimediasi regulatory privilege serta dimoderasi governance.

Network analysis dapat memetakan hubungan ownership, board, donor, dan kontrak dengan standar etika
serta data publik.

Studi UMKM dapat menilai platform dependence, bargaining power, dan digital resilience.
Survei warga dapat menguji economic inequality, political efficacy, trust, dan participation.

Case study sektor sumber daya, media, keuangan, atau digital dapat menjelaskan mekanisme capture tanpa
generalisasi.

Laboratory class dapat mensimulasikan lobbying, regulatory hearing, merger review, dan campaign
finance.

Observatorium tahunan dapat menghasilkan laporan netral, metodologis, dan terbuka terhadap koreksi.

Pernyataan Penutup yang Diperluas

Konsentrasi kekuasaan ekonomi menjadi ancaman demokrasi ketika ia mempersempit pilihan, menguasai
agenda, dan menciptakan hukum yang berbeda secara praktis. Pemilu dapat tetap berlangsung, tetapi
pengaruh menjadi tidak setara.

Hubungan antara ekonomi dan politik bersifat siklik. Kebijakan membentuk pasar, dan pasar membentuk
kebijakan. Memutus lingkaran memerlukan reformasi pada kedua sisi.

Pasar kompetitif bukan hanya soal harga; ia mendistribusikan kesempatan dan mencegah satu perusahaan
menjadi pusat kekuasaan sosial. Antimonopoli memiliki nilai demokratis.

Redistribusi bukan satu-satunya jawaban. Predistribution melalui upah, bargaining, pendidikan,
kepemilikan, dan persaingan sama penting.

Universal services memperkuat kebebasan nyata. Warga yang tidak bergantung pada patron memiliki
kemampuan menolak serta berpartisipasi.

Partai politik perlu kembali menjadi organisasi warga. Selama partai bergantung donor dan kandidat
bermodal, kesetaraan politik sulit.

Elite ekonomi bukan musuh kolektif. Banyak investasi dan inovasi diperlukan. Namun demokrasi tidak
dapat bergantung pada kebajikan sukarela; aturan dan checks harus berlaku.
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Transparansi adalah awal, bukan akhir. Informasi harus diikuti organisasi, enforcement, dan alternatif.
Warga individual tidak mampu melawan jaringan besar sendirian.

Indonesia memiliki tradisi gotong royong, koperasi, dan masyarakat sipil yang dapat menjadi fondasi
demokrasi ekonomi. Tradisi perlu diterjemahkan dalam institusi modern.

Masa depan demokrasi ditentukan oleh apakah pertumbuhan ekonomi memperluas atau mempersempit
kemampuan warga menjadi subjek politik.

Demokrasi yang sehat memungkinkan orang kaya berpartisipasi, tetapi tidak memberikan hak politik
tambahan karena kekayaan. la memungkinkan perusahaan menyampaikan kepentingan, tetapi tidak
menguasai negara.

Tujuan akhirnya adalah tatanan di mana kekuasaan ekonomi produktif, inovatif, dan bertanggung jawab;
negara kuat tetapi accountable; dan warga memiliki kapasitas nyata untuk menentukan masa depan
bersama.
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Lampiran Kajian Komparatif dan Kebijakan Lanjutan

A. Demokrasi Liberal dan Kapitalisme Terkonsentrasi

Demokrasi liberal mengandalkan kebebasan politik, hak milik, dan persaingan. Ketegangan muncul ketika
kebebasan akumulasi menghasilkan kekuatan privat yang mampu menentukan kondisi kebebasan orang
lain. Pemilik modal dapat menguasai pekerjaan, informasi, dan akses, sedangkan warga lain secara formal
bebas tetapi secara material terbatas.

Hubungan ini tidak harus berakhir pada konflik nol-sum. Kapitalisme yang diatur melalui antimonopoli,
pajak, welfare, labor rights, dan corporate governance dapat berjalan bersama demokrasi. Sejarah
menunjukkan variasi institusional sangat besar.

Masalah muncul ketika kebijakan pro-pasar diartikan sebagai pembebasan aktor dominan dari aturan. Pasar
yang kompetitif justru memerlukan negara yang mampu mencegah kartel dan privilege.

Demokrasi juga memerlukan plural ownership agar kekuasaan ekonomi tidak terpusat. Kepemilikan
pekerja, koperasi, dana pensiun, dan usaha kecil memperluas.

Tujuan bukan menghapus perusahaan besar, tetapi menciptakan struktur di mana keberhasilan ekonomi
tidak menghasilkan veto politik.

B. Demokrasi Sosial dan Kekuatan Pengimbang

Model demokrasi sosial membangun countervailing power melalui serikat, partai massa, welfare universal,
pajak progresif, dan bargaining nasional. Institusi tersebut mengurangi ketimpangan material dan
meningkatkan partisipasi.

Globalisasi, otomatisasi, dan fragmentasi pekerjaan melemahkan serikat tradisional. Gig work dan informal
economy memerlukan bentuk organisasi baru. Platform cooperative dan sectoral bargaining dapat diuji.

Universal policy menghasilkan broad constituency sehingga lebih tahan daripada bantuan sempit.
Pendidikan dan kesehatan universal juga menciptakan ruang perjumpaan lintas kelas.

Pajak tinggi memerlukan trust dan pelayanan. Jika elite menghindari pajak atau layanan buruk, legitimasi
turun. Administrasi dan fairness menjadi syarat.

Indonesia dapat mengambil prinsip, bukan menyalin model. Struktur informal, daerah, dan demografi
memerlukan adaptasi.

C. Developmental State dan Risiko Konsentrasi
Negara pembangunan sering bekerja erat dengan kelompok bisnis untuk industrialisasi. Coordination dapat
mengatasi market failure dan membangun sektor. Namun hubungan dekat berisiko menjadi cronyism.

Embedded autonomy berarti birokrasi terhubung dengan bisnis tetapi memiliki kapasitas serta tujuan publik
independen. Koneksi tanpa autonomy menghasilkan capture; autonomy tanpa koneksi menghasilkan
kebijakan tidak realistis.

Performance discipline penting: insentif diberikan berdasarkan ekspor, teknologi, investasi, atau pekerjaan,
bukan kedekatan. Sunset dan withdrawal menjaga.
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Competition antarperusahaan dapat tetap dipelihara meski ada industrial policy. National champion tidak
boleh kebal terhadap evaluation.

Indonesia memerlukan state capacity yang mampu bernegosiasi dengan modal domestik dan asing dari
posisi kuat, transparan, serta accountable.

D. Negara Rentier dan Demokrasi
Negara yang bergantung pada rente sumber daya dapat memungut lebih sedikit pajak dari warga. Hubungan
fiscal contract melemah karena pemerintah tidak terlalu bergantung consent pembayar.

Rente besar memberi sumber patronase, subsidi, dan keamanan. Elite bersaing menguasai state, bukan
meningkatkan produktivitas.

Indonesia bukan negara rentier penuh, tetapi daerah atau sektor tertentu dapat memiliki karakter tersebut.
Dana bagi hasil dan izin memengaruhi politik lokal.

Transparansi pendapatan, dana abadi, fiscal rule, dan diversifikasi membantu. Warga perlu mengetahui asal
dan penggunaan rente.

Tax citizenship tetap penting: pajak luas dengan pelayanan membangun accountability.

E. Family Business, Konglomerasi, dan Politik

Perusahaan keluarga memiliki horizon panjang dan trust internal. Mereka dapat mendukung investasi serta
stabilitas. Namun konglomerasi lintas sektor dapat menggabungkan kekuatan pasar, media, keuangan, dan
politik.

Related-party transactions dan pyramidal ownership menyulitkan transparency. Beneficial ownership serta
consolidated supervision diperlukan.

Suksesi keluarga dapat memengaruhi strategi politik. Corporate governance independen membantu
memisahkan kepentingan perusahaan, keluarga, dan publik.

Larangan keluarga berpolitik tidak tepat, tetapi conflict, donor, dan contract harus diungkap. Aturan umum
lebih adil.

Professional management dan competition dapat mengubah konglomerasi menjadi aktor produktif tanpa

privilege.

F. Kepemilikan Silang dan Kompleksitas Jaringan

Kepemilikan silang memungkinkan kelompok mengendalikan perusahaan dengan modal relatif kecil
melalui rantai. Struktur dapat legal dan efisien, tetapi menyulitkan pengawasan concentration serta risk.

Jika kelompok memiliki bank, media, platform, properti, dan sumber daya, leverage politik meningkat.
Regulator sektoral mungkin tidak melihat gambaran keseluruhan.

Group-level mapping dan conglomerate supervision membantu. Data pemilik serta board perlu
interoperable.

Cross-subsidy dapat mendukung investasi tetapi juga predatory pricing. Competition authority dan financial
regulator perlu koordinasi.

Complexity tidak boleh menjadi perlindungan dari accountability. Simplified public disclosure penting.
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G. Modal Asing dan Demokrasi Nasional

Investasi asing membawa modal, teknologi, dan pasar, tetapi juga bargaining power. Perusahaan
multinasional dapat menggunakan perjanjian investasi, arbitrase, dan pilihan lokasi.

Negara membutuhkan kepastian hukum sekaligus policy space. Kontrak serta treaty harus
menyeimbangkan investor protection dan hak regulasi.

Foreign influence dalam politik harus transparan. Larangan tertentu pada donor dapat sah, tetapi indirect
funding perlu diawasi.

Domestic elite dapat beraliansi dengan modal asing. Analisis nasional versus asing terlalu sederhana;
ownership dan benefit perlu dipetakan.

Regional cooperation dapat mencegah race to the bottom pada pajak dan standard.

H. Tax Competition dan Kekuasaan Modal
Negara bersaing menarik investasi melalui tarif dan insentif. Perusahaan mobile memiliki bargaining lebih
besar daripada pekerja serta UMKM.

Tax competition dapat menekan basis pajak dan memindahkan beban. Global minimum tax serta
cooperation mengurangi, tetapi implementasi kompleks.

Insentif dapat dibenarkan bila investasi additional dan spillover tinggi. Tax expenditure perlu dihitung serta
dievaluasi.

Special economic zone membutuhkan performance criteria. Insentif permanen menciptakan privilege.

Transparansi keputusan tax ruling dan treaty penting dengan tetap melindungi data.

I. Public Procurement sebagai Distribusi Kekuasaan

Pengadaan bukan hanya membeli barang; ia mendistribusikan pasar, teknologi, dan kesempatan. Desain
dapat memperkuat perusahaan dominan atau membuka UMKM.

Bundling kontrak besar meningkatkan efisiensi tetapi mengecualikan. Lotting, consortium, dan capacity
support menjadi alternatif.

Past performance penting, tetapi dapat mengunci incumbent. Kriteria perlu memberi ruang newcomer tanpa
menurunkan kualitas.

Open contracting dan complaint mechanism mencegah favoritisme. Data repeated winner perlu dianalisis.
Strategic procurement dapat mendorong green, local, dan innovation, tetapi tujuan harus jelas agar tidak

menjadi patronase.

J. Demokrasi di Tempat Kerja
Sebagian besar orang menghabiskan waktu dalam organisasi kerja yang hierarkis. Demokrasi politik dapat
diperkuat bila pekerja memiliki voice, information, dan representation di tempat kerja.

Works councils, board representation, union, dan grievance memberi mekanisme. Mereka tidak menghapus
hak manajemen, tetapi menyeimbangkan.
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Employee ownership dapat menyebarkan aset dan engagement, tetapi risiko konsentrasi tabungan pada satu
perusahaan perlu dikelola.

Algorithmic management memerlukan transparency dan appeal. Pekerja harus mengetahui bagaimana
rating serta tugas ditentukan.

Demokrasi kerja membangun skill deliberasi yang dapat terbawa ke masyarakat.

K. Konsumen sebagai Warga

Konsumen memilih produk, tetapi market choice berbeda dari political choice. Daya beli tidak setara dan
perusahaan menentukan opsi.

Consumer protection, data rights, dan collective action mengurangi information asymmetry. Class action
dan ombudsman memberi voice.

Boycott dapat menjadi partisipasi politik, tetapi bergantung informasi dan kemampuan. Tidak boleh
mengganti regulation.

Essential services memerlukan standard lebih tinggi karena exit sulit. Public option serta universal
obligation penting.

Corporate accountability perlu melihat warga sebagai stakeholder, bukan hanya customer.

L. Peran Bank Sentral dan Regulator Keuangan

Bank sentral serta regulator memiliki independensi untuk menjaga stabilitas, tetapi keputusan distributif
tetap ada. Suku bunga dan prudential policy memengaruhi debtor, saver, bank, dan pekerjaan.

Financial sector memiliki expertise serta lobbying kuat. Consultation perlu plural termasuk konsumen,
pekerja, dan UMKM.

Independence melindungi dari politik jangka pendek, tetapi accountability melalui mandate, publication,
dan hearing penting.

Too-big-to-fail bank memiliki structural power. Resolution, capital, and competition mengurangi.

Financial inclusion dan consumer protection merupakan bagian demokrasi ekonomi.

M. Peran Peradilan dalam Menyeimbangkan Kekuasaan

Pengadilan melindungi hak milik dan kontrak, tetapi juga hak pekerja, lingkungan, serta warga. Balance
menentukan legitimasi.

Biaya litigasi menciptakan inequality. Legal aid, simplified procedure, dan public-interest standing
membantu.

Competition and regulatory cases kompleks sehingga hakim membutuhkan expertise tanpa bergantung
industri.

Transparency keputusan, conflict, dan appointment menjaga trust. Judicial capture merupakan risiko serius.

Enforcement judgment penting; kemenangan hukum tanpa implementasi tidak mengubah kekuasaan.
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N. Pendidikan sebagai Infrastruktur Kesetaraan

Pendidikan meningkatkan mobility, literacy, dan capacity berpartisipasi. Ketimpangan sekolah
memperbesar ketimpangan politik karena elite memperoleh jaringan serta confidence.

Privatisasi pendidikan dapat memberi pilihan tetapi juga segregasi kelas. Public education berkualitas
menciptakan common citizenship.

Civic education perlu mengajarkan ekonomi politik, media literacy, dan organisasi, bukan hanya prosedur
pemilu.

Perguruan tinggi harus menjaga independence dari donor serta pemerintah. Disclosure dan academic
freedom penting.

Scholarship serta affirmative access memperluas elite recruitment dan representasi.

0. Teknologi, Al, dan Konsentrasi Masa Depan

Al membutuhkan data, compute, cloud, dan talent yang terkonsentrasi. Perusahaan besar memiliki
advantage dan dapat menentukan standard.

Model foundation dapat menjadi infrastruktur bagi banyak sektor. Competition, access, safety, dan
intellectual property perlu seimbang.

Pemerintah yang bergantung vendor Al menghadapi lock-in dan information asymmetry. Public capacity
serta open model tertentu membantu.

Al juga dapat meningkatkan surveillance politik dan microtargeting. Data protection, campaign
transparency, dan audit diperlukan.

Teknologi dapat mendemokratisasi knowledge bila akses luas. Kebijakan pendidikan serta digital public
infrastructure menentukan.

Agenda Seratus Hari Reformasi

1. Membuka dashboard beneficial ownership, donor, kontrak, dan media yang dapat ditelusuri.
. Menyusun registri lobi serta pertemuan kebijakan untuk kementerian dan regulator utama.
. Memilih tiga sektor terkonsentrasi untuk market study independen.
. Menerbitkan tax expenditure report yang menunjukkan penerima serta tujuan.

. Memperkuat audit dana partai dan kandidat dalam format digital.

. Membuka data iklan politik serta sponsor influencer.

2

3

4

5

6. Menetapkan pedoman conflict of interest, recusal, dan revolving door.

7

8. Membentuk forum UMKM, pekerja, konsumen, dan masyarakat pada regulatory impact.
9

. Menilai konsentrasi pengadaan dan repeated winners.

10. Membangun pilot Political Equality Report nasional.
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Dua Puluh Pertanyaan bagi Pemimpin Bisnis

1.

2
3
4
5.
6
7
8
9

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Apakah strategi politik perusahaan memiliki kebijakan serta board oversight?

. Apakah sumbangan dan lobi diungkap?
. Apakah perusahaan meminta privilege atau aturan umum?

. Bagaimana conflict dikelola?

Apakah asosiasi bisnis menyampaikan posisi perusahaan secara akurat?

. Apakah tax strategy konsisten dengan tanggung jawab sosial?
. Apakah hubungan media memengaruhi independensi?

. Apakah pekerja memiliki voice dan grievance?

. Apakah supplier serta UMKM diperlakukan adil?

10.
11.

Apakah data dan platform digunakan tanpa eksploitasi?

Apakah merger mempersempit kompetisi?

Apakah perusahaan bergantung political connection?

Bagaimana program filantropi dipertanggungjawabkan?

Apakah board memiliki diversity perspektif?

Apakah whistleblower dilindungi?

Apakah perusahaan siap tunduk pada aturan yang sama dengan pesaing?
Apakah perusahaan mendukung regulator yang kuat?

Apakah lobbying memiliki evidence dan public benefit?

Bagaimana dampak demokrasi diukur?

Legacy institusional apa yang dibangun?

Coda Akademik: Kekuasaan Ekonomi sebagai Persoalan Desain Demokrasi

Konsentrasi ekonomi tidak selalu hasil konspirasi. la dapat lahir dari skala, teknologi, keberhasilan,
jaringan, dan kebijakan. Justru karena dapat muncul secara normal, demokrasi perlu desain yang

mengantisipasi.

Persoalan pokok adalah convertibility of power: seberapa mudah satu bentuk kekuasaan berubah menjadi
bentuk lain. Kekayaan menjadi media, media menjadi suara, suara menjadi regulasi, regulasi menjadi

kekayaan. Institusi perlu memutus rantai yang tidak accountable.

Transparansi meningkatkan visibility, tetapi warga memerlukan organisasi untuk menggunakan informasi.
Data tanpa serikat, media, partai, dan watchdog tidak cukup.

Redistribusi pendapatan penting, tetapi distribusi aset dan organisasi juga menentukan. Kepemilikan rumabh,
tabungan, bisnis, pendidikan, dan bargaining memberi independence.
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Demokrasi ekonomi bukan penggantian pasar oleh negara. Ia menata pasar agar kesempatan luas,
kekuasaan tidak permanen, dan externality dikoreksi.

Negara kuat diperlukan untuk mengatur elite, tetapi negara juga dapat ditangkap. Checks, judicial
independence, media, dan decentralization menjadi penyeimbang.

Elite circulation penting. Jika posisi ekonomi serta politik diwariskan dalam kelompok sempit, meritokrasi
dan legitimacy menurun. Pendidikan serta open recruitment memperluas.

Perusahaan yang beroperasi dalam demokrasi memperoleh manfaat dari hukum, infrastruktur, dan
masyarakat. Tanggung jawab demokratis merupakan bagian licence to operate.

Warga tidak hanya pemilih dan konsumen; mereka pekerja, pembayar pajak, anggota komunitas, dan
pemilik masa depan. Institusi harus mengakui berbagai peran.

Demokrasi akan bertahan bila mampu membuktikan bahwa keputusan publik tidak dapat dibeli dan
pertumbuhan memberi voice lebih luas. Reformasi konsentrasi ekonomi merupakan reformasi kepercayaan.

Indonesia dapat membangun model demokrasi ekonomi yang sesuai Pancasila: usaha, keadilan sosial,
musyawarah, dan kepentingan umum. Nilai tersebut perlu diterjemahkan menjadi aturan, data, dan
organisasi.

Pada akhirnya, kebebasan ekonomi yang sehat memerlukan demokrasi yang kuat, dan demokrasi yang kuat
memerlukan ekonomi yang tidak dikuasai sedikit tangan.

Lampiran Penutup: Dua Belas Tesis dan Rancangan Implementasi

Tesis 1: Kesetaraan Politik Memerlukan Fondasi Material

Kesetaraan suara akan rapuh bila sebagian warga tidak memiliki waktu, pendidikan, keamanan ekonomi,
dan akses informasi untuk berpartisipasi. Jaminan sosial, layanan publik, dan kesempatan kerja tidak hanya
merupakan kebijakan kesejahteraan, tetapi juga infrastruktur kewargaan. Warga yang bergantung pada
patron atau pemberi kerja dominan lebih sulit menyatakan pilihan secara bebas.

Tesis 2: Konsentrasi Pasar Memiliki Konsekuensi Politik

Monopoli dan oligopoli tidak hanya memengaruhi harga. Mereka menentukan akses pemasok, pekerja,
data, teknologi, dan pemerintah. Perusahaan yang terlalu dominan memperoleh structural power, sehingga
kebijakan persaingan harus mempertimbangkan dampak demokratis selain efisiensi konsumen.

Tesis 3: Pembiayaan Politik adalah Gerbang Utama

Ketika kampanye dan partai bergantung pada sedikit penyandang dana, agenda dan akses menjadi timpang.
Reformasi pendanaan publik, small donor, iuran anggota, serta audit bukan persoalan administratif, tetapi
desain representasi. Partai harus mampu hidup dari warga, bukan sekadar elite.

Tesis 4: Informasi adalah Bentuk Kekuasaan

Data, media, penelitian, dan keahlian menentukan cara masalah dipahami. Kepemilikan informasi yang
terkonsentrasi dapat mengarahkan kebijakan tanpa tekanan eksplisit. Negara, kampus, dan masyarakat
memerlukan kapasitas pengetahuan independen, sedangkan sumber dana serta konflik harus diungkap.
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Tesis 5: Capture Sering Legal dan Bertahap

Policy capture jarang muncul sebagai satu tindakan dramatis. la berkembang melalui pengecualian kecil,
akses berulang, bahasa teknis, revolving door, dan ketergantungan informasi. Pencegahan membutuhkan
pendekatan sistem, bukan hanya penindakan suap.

Tesis 6: Oligarki Tidak Identik dengan Orang Kaya

Oligarki merupakan struktur pertahanan kekayaan serta privilege, bukan label moral untuk setiap
pengusaha. Banyak pelaku usaha bersaing dan mendukung demokrasi. Kebijakan harus menargetkan
konsentrasi dan penyalahgunaan, bukan asal sosial.

Tesis 7: Negara Kuat Harus Tetap Dibatasi

Negara yang lemah mudah ditangkap, tetapi negara yang kuat tanpa checks dapat menjadi pusat konsentrasi
baru. Kapasitas birokrasi, regulator, dan penegakan perlu berjalan bersama keterbukaan, pengadilan
independen, parlemen, media, dan partisipasi.

Tesis 8: Organisasi Warga adalah Penyeimbang

Individu sulit menandingi korporasi besar. Serikat, koperasi, asosiasi UMKM, organisasi konsumen, media
nonprofit, dan komunitas memungkinkan agregasi kepentingan. Demokrasi membutuhkan organized
pluralism, bukan sekadar kebebasan individual.

Tesis 9: Perpajakan Membentuk Distribusi Kekuasaan

Pajak progresif, kepatuhan, dan review insentif membatasi akumulasi privilege sekaligus membiayai
layanan. Tax avoidance elite merusak fiscal contract dan kepercayaan. Kebijakan pajak perlu dilihat sebagai
kebijakan demokrasi.

Tesis 10: Teknologi Menciptakan Konsentrasi Baru

Platform, cloud, data, dan Al menghasilkan efek jaringan serta skala global. Regulasi lama mungkin tidak
memadai. Interoperability, portability, algorithmic transparency, dan public infrastructure menjadi
instrumen untuk mempertahankan pilihan.

Tesis 11: Pertumbuhan Harus Memperluas Kepemilikan

Pertumbuhan yang hanya meningkatkan nilai aset kelompok kecil dapat memperbesar ketimpangan
kekuasaan. Kebijakan kepemilikan rumah, tabungan, pensiun, saham pekerja, koperasi, dan kewirausahaan
memperluas basis ekonomi demokrasi.

Tesis 12: Demokrasi Dinilai dari Kemampuan Koreksi

Tidak ada sistem bebas elite atau konsentrasi. Kualitas demokrasi terletak pada kemampuan mendeteksi,
membatasi, mengubah aturan, dan mengganti pemimpin. Transparansi, persaingan, pemilu, audit, serta civil
society membentuk mekanisme koreksi.

Rancangan Political Equality Report Indonesia

Laporan tahunan dapat dibangun dengan lima pilar: partisipasi, representasi, pembiayaan, responsiveness,
dan concentration. Setiap pilar menggunakan data nasional serta daerah dan menjelaskan keterbatasan.
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Pilar partisipasi mengukur turnout, organisasi, konsultasi, protest, dan contacting menurut pendapatan,
pendidikan, gender, usia, serta wilayah. Tujuannya melihat siapa yang absen.

Pilar representasi memetakan latar ekonomi, profesi, gender, dan daerah pejabat serta kandidat. Descriptive
representation bukan jaminan substantif, tetapi memberi sinyal entry barriers.

Pilar pembiayaan mengukur konsentrasi donor, dana partai, biaya kandidat, third-party spending, iklan, dan
small donor. Data perlu real-time dan machine-readable.

Pilar responsiveness membandingkan preferensi kelompok dengan kebijakan, anggaran, pajak, regulasi,
dan pelayanan. Analisis harus hati-hati karena sebab kebijakan kompleks.

Pilar concentration mengukur wealth, market, media, platform, ownership, kontrak, dan beneficial owners.
Fokus pada kemampuan lintas arena.

Laporan tidak memberi label oligarki kepada individu. Ia menunjukkan risiko sistem serta tren. Panel
independen, peer review, right of reply, dan open methodology menjaga kredibilitas.

IBM-ASMI dapat berkontribusi melalui penelitian manajemen, komunikasi, dan data. Laporan menjadi
bahan pendidikan serta dialog nasional.

Rancangan Kebijakan Pembiayaan Politik

Sistem pembiayaan perlu memiliki kombinasi sumber publik dan privat. Pendanaan publik menyediakan
baseline organisasi, sementara sumbangan kecil menjaga keterlibatan. Ketergantungan satu sumber
dihindari.

Matching fund dapat menggandakan sumbangan kecil sampai batas tertentu, memberi insentif kandidat
mencari banyak warga. Eligibility membutuhkan dukungan minimum dan audit.

Limit donor besar harus realistis dan mencakup perusahaan terkait, beneficial owner, serta third party.
Donor dilarang memecah sumbangan melalui nominee.

Iklan politik digital serta influencer harus masuk laporan dengan sponsor, target, biaya, dan periode.
Platform menyimpan public archive.

Dana partai digunakan untuk kaderisasi, riset, pendidikan, dan operasi, bukan hanya kampanye. Laporan
program serta outcome diperlukan.

Sanksi bertingkat mencakup koreksi, denda, pengurangan bantuan, diskualifikasi pada pelanggaran berat,
serta pidana jika memenuhi unsur. Due process wajib.

Pengawasan memerlukan integrasi data bank, pajak, ownership, dan campaign dengan perlindungan
privasi. Early warning lebih efektif daripada audit bertahun-tahun.

Reformasi harus disertai penurunan biaya kampanye melalui akses media, debat, material bersama, dan
organisasi partai.
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Rancangan Integritas Regulasi

Setiap regulasi penting memiliki regulatory impact assessment yang memuat masalah, alternatif, biaya,
manfaat, distribusi, persaingan, dan risiko capture. Dokumen dibuka sebelum keputusan.

Consultation register mencatat peserta, submission, meeting, dan respons pemerintah. Kelompok yang
kurang terwakili mendapat dukungan agar dapat menyampaikan bukti.

Advisory committee memiliki komposisi plural, masa jabatan, conflict disclosure, dan minutes. Anggota
industri tidak dilarang karena expertise, tetapi tidak dominan.

Data yang disediakan industri dapat diaudit dan dibandingkan dengan sumber independen. Pemerintah
membangun kapasitas teknis agar tidak bergantung.

Cooling-off serta recusal diterapkan berdasarkan tingkat risiko. Pejabat tetap dapat memiliki karier setelah
pemerintah, tetapi keputusan tidak boleh dipengaruhi.

Regulasi memiliki review date dan indicator. Exemption serta grandfathering dipublikasikan. Sunset
mencegah privilege permanen.

Enforcement data dibuka secara agregat menurut perusahaan dan sektor. Selective enforcement dapat
dideteksi.

Independent integrity review melakukan audit terhadap proses, bukan menggantikan pembuat kebijakan.

Rancangan Demokratisasi Ekonomi Digital

Competition authority perlu memiliki kemampuan memeriksa merger, killer acquisition, self-preferencing,
tying, dan data advantage. Kecepatan pasar digital menuntut interim measure.

Data portability serta interoperability mengurangi switching cost dan memberi peluang pesaing. Standard
dirancang aman dan menghormati privasi.

Business users seperti UMKM mendapat transparansi ranking, fee, suspension, dan dispute resolution.
Perubahan contract memiliki notice.

Platform workers mendapat informasi mengenai algoritma, rating, dan deactivation, serta kanal banding.
Collective representation tidak boleh dihukum.

Political advertising memiliki public archive dan batas microtargeting pada kategori sensitif. Bot dan
synthetic content diberi label.

Public digital infrastructure seperti identitas, pembayaran, dan data exchange dapat mencegah
ketergantungan eksklusif, tetapi governance publik wajib kuat.

Al foundation model memerlukan safety dan competition. Procurement pemerintah menghindari vendor
lock-in serta menjaga audit rights.

Literasi dan akses broadband memperluas kemampuan warga menggunakan teknologi, bukan hanya
menjadi sumber data.
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Refleksi Final: Satu Orang, Satu Suara, dan Banyak Bentuk Kekuasaan

Prinsip satu orang satu suara adalah pencapaian sejarah, tetapi demokrasi tidak berhenti pada hari pemilu.
Kekuasaan bekerja setiap hari melalui pekerjaan, kredit, media, data, kontrak, dan regulasi. Kesetaraan
elektoral perlu dilengkapi kesetaraan pengaruh yang masuk akal.

Kesetaraan pengaruh tidak berarti semua ide mendapat hasil sama. Argumen, organisasi, dan expertise akan
berbeda. Namun akses dasar, transparansi, dan kemampuan challenge harus tersedia bagi semua kelompok.

Kekayaan dapat digunakan untuk tujuan produktif dan sosial. Persoalan timbul ketika kekayaan memberi
hak menentukan aturan tanpa consent. Demokrasi menetapkan batas antara kebebasan privat dan kekuasaan
publik.

Perusahaan juga membutuhkan demokrasi yang sehat. Rule of law, trust, stability, dan human capital
mendukung investasi. Oligarki mungkin memberi keuntungan jangka pendek kepada beberapa pelaku,
tetapi merusak pasar serta legitimasi.

Elite yang berpandangan jauh dapat mendukung reformasi yang membatasi privilege. Collective action
bisnis berintegritas membantu mengubah equilibrium. Namun aturan tidak boleh bergantung kemurahan
hati.

Warga membutuhkan bukan hanya informasi, tetapi waktu dan keamanan. Kebijakan kerja, upah,
transportasi, dan care memengaruhi kemampuan berpolitik. Demokrasi memiliki dimensi sehari-hari.

Indonesia memiliki peluang membangun ekonomi besar yang plural. Industrialisasi, teknologi, dan
investasi perlu berjalan dengan persaingan, kepemilikan luas, dan social protection.

Pancasila menempatkan kerakyatan serta keadilan sosial dalam satu rangkaian. Demokrasi politik tanpa
demokrasi ekonomi menjadi rapuh; ekonomi tanpa kebebasan politik menjadi dominasi.

Institusi pendidikan harus mengajarkan bahwa manajemen dan bisnis tidak berada di luar demokrasi.
Keputusan perusahaan memengaruhi pekerja, konsumen, wilayah, dan kebijakan.

Pada akhirnya, demokrasi bertahan ketika warga percaya bahwa negara bukan milik donor, perusahaan,
keluarga, atau birokrasi. Negara adalah institusi bersama yang dapat dipengaruhi secara terbuka dan
dikoreksi.

Konsentrasi ekonomi akan selalu muncul dalam tingkat tertentu. Tantangan abadi adalah memastikan
konsentrasi tersebut tidak berubah menjadi konsentrasi permanen atas masa depan bangsa.

Demokrasi yang kuat bukan memusuhi kekayaan, tetapi membuat kekayaan tunduk pada hukum,
persaingan, kewajiban sosial, dan kedaulatan rakyat.
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